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KATA PENGANTAR

Alhamduliflahirabbii’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan
hidayahNya Kita telah memasukl Tahun Anggaran 2019. Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupateri Magelanyg Tahun
Anggaran 2019 akan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah {DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019. Guna menunjang
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Bappeda dan Litbangda
menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan disusun sebagai pedoman perencanaan
pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan kegiatan akan berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan. Dalam Rencana Kefja Operasionalt Kegiatan ini memuat
indikator kinerja kegiatan dan rencana pendanaan berdasarkan Anggaran Kas yang
telah disusun,

Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini diharapkan menjadi sumber informasi
yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja pada
tahun berkenaan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini
masih banyak kekurangannya, sehingga kritkan dan masukan yang bersifat
membangun sangat diharapkan sebagai dasar untuk kemajuan Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magetang dimasa yang akan datang .

Kota Mdngkid,  Januari 2019

KEPALA BADA PER CANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DA, P§

shing Utam
NiP. 19640102 188405 1 004
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapar. Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
D. Program Pengembangan Data/lnformasi
1. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2. Fasilitasi Jaringan Penefitian Kebijakan Pendidikan
3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
4. Fasilitasi Dewan Riset Daerah
5. Fasilitasi Kelitbangan
E. Program Pengembangan Perumahan
1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan
F. Program Kerjasama Pembangunan
1. Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat
G. Program Lingkungan Sehat Perumahan
1. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL)
H. Erograhm Peningkatan dan Pengembangan Fengelolaan Keuangan
aera
1. Penyusunan KUA dan PPAS
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan RPJMD
2. Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
3. Evaluasi RKPD
4. Penyusunan Renja SKPD
5. Penyusunan Renstra SKPD
8. Evaluasi RPJMD
J. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
2. Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP)/Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Kesempatan Kerja
Kahupaten Magelang (BANGUB)
K. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
2. Koordinasi Perumusan Kebljakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya
Penangguilangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan



4. Penyusunan Renja SKPD

5. Penyusunan Renstra SKPD

6. Evaluasi RPJMD

. Program Perencanaan Pembangunan Ekoriomi

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

2. Forum For Economic and Employment Prometion (FEDEP)/Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Kesempatan Kerja
Kabupaten Magelang (BANGUB)

. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

3. Fasilitasi Kinerja PUS

. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur



'-

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi [Keuangan merupakan kegiatan rutin
Bappeda dan Litbangda berupa penatausahaan keuangan, mulai dari perencanaan
anggaran sampai dengan pelapcran realisasi keuangan. Penatausahaan Keuangan
SKPD memedomani Peraturan Bupati Magelang tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Keuangan Daerah.

Dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2019 maka Bappeda dan Litbangda memasuki periode baru dalam penatausahaan
keuangan.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Penyediaén Jasa Administrasi Keuangan yang dilaksanakar oleh

Subbagian Keuangan Sekretariat Bapeeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa:

1. Penyusunan RKA SKPD, DPA SKPD, RKAP SKPD, dan DPPA SKPD

2. Penatausahaan Keuangan meliputi Uang Persediaan, pertanggungjawaban
keuangan Ganti Uang (GU), Langsung (LS), maupun Tambah Uang Persediaan (TU)

3. Pengumpulan SPJ dari PPTK dan Kasir Kegiatan

4. Verifikasi SPJ

5. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Belanja Administrasi dan Fungsional
(SPJBA dan SPJBF)

6. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran

7. Penyusunan Lapcran Realisasi dan Prognosis Akuntansi

8. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalkK)

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan:

a. RKASKPD 2020 : setelah persetujuan KUA dan PPA 2020

b. DPA SKPD 2020 : setelah persetujuan RAPBD 2020

c. RKAP SKPD 2018 : setelah persetujuan KUA dan PPA Perubahan 2019
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d. DPPASKPD 2019 : setelah persetujuan RAPBDP 2019
Penatausahaan Keuangan meliputi Uang Persediaan, pertanggungjawaban
keuangan Ganti Uang (GU), l.angsung (LS), maupun Tambalh Uang Persediaan (TU)
setiap bulan
Pengumpulan SPJ dari PPTK dan Kasir Kegiatan setiap bulan
Verifikasi SPJ setiap bulan
Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Belanja Administrasi dan Fungsional
(SPJBA dan SPJBF) setiap bulan

6. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran setiap akhir triwulan.

7. Penyusunan Laporan Realisasi dan Prognosis Akuntansi akhir semester I.
8. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) pada akhir tahun anggaran.

TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebagaimana

tertuang dalam DPA sejumlah Rp 77.000.000,00 dengan rincian target penggunaan
anggaran sebagai berikut: .

Triwulan | :Rp 16.741.000,00
Triwulan Il : Rp 21.146.250,00
Triwulan il : Rp 20.725.900,00
Triwulan IV : Rp 18.386.850,00

JUMLAH : Rp 77.000.C00,00

RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2019 sebagai berikut :

iat Target Keuangan Keteranoan
Bulan Targ(g.; Fisik g
o) Rp %

Januari 10 5.410.000,00 703
) Februari 15 9.600.000,00 12,47 —
Maret 25 16.741.000,00 21,74 —— e}
April 35 23.758.750,00 30,86 i
Mei 40 30.603.750,00 39,75 I
Juni 50 37.887.250,00 4920 ----j




Bulan Tafg(eoz )Fisik Target Keuangan Keterangan
Rp %
Juli 65 46.275.125,00 60,10
Agustus 70 51.516.275,00 66,90
September 80 58.613.150,00 76,12
Oktober o5 £5.313.750,00 8483
Nopember | 95 72.000.000,00 9351
Desember 100 77.000.000,00 100,00

VI. PENUTUP .
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan TA 20189 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
ithangda Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan

&

MIRA FATIMAI, S. Sos., M. P. A.
hina Penata Tingkat |
NIP 15640102 198405 1 004 NIP 19811218 200501 2 0186




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEM MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Dengan berakhirmya tahun anggaran 2018 sudah menjadi kewajiban Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan
Litbangda) untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi Kinerja
SKPD. Lapcran yang harus: disusun terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), Bahan Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang,
Péngisian Indikator Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD},
dan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2019. Selain empat dokumen
tersebut, Bappeda dan Litbangda juga menyusun Laporan Pengendalian Kegiatan
setiap bulannya.

Seluruh kegiatan penyusunan laporan tersebut terangkum daiam Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi Kinerja SKPD.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD yang dilaksanakan cleh Subbagian Program pada Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang berupa :
1. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Perubahan Perjanjian Kinerja
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan

aoa e N

Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah setiap
bulan paling lambat tangga! 10 bulan berikutnya.

Input data TEPPA

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Penyusunan Laporan Monitoring Perjanjian Kinerja

© ® N O

. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018

10. Pengumpulan Rencana Kefja Operasional Kegiatan APBD 2018

11.Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang
Tahun Anggaran 2018

12.Pengisian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(IKK EKPPD}) 2018 dan dokumen pendukungnya.



13.Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Anggeran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara 2019 setelah éenyusunan Renja SKFD 2020.

14. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon
Perubahan Anggaran Sementara Perubahan 2019.

JADW/AL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

2. Input data TEPPA paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.

3. Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah setiap
bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. |

4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD setiap akhir triwulan
(Maret, Juni, September, Desember).

5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja setiap akhir triwulan (Maret,
Juni, September, Desember).

6. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)

7. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 paling lambat tanggal Minggu [ Januari
2019

8. Pengumpulan Rencana Kerja Operasional Kegiatan AFBD 2019 paling lambat 2
(dua) minggu setelah DPA ditandatangani.

8. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1
(satu) minggu seteiah DPA ditandatangani.

10.Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang
Tahun Anggaran 2018 pada bulan Januari 2019

11.Pengisian Indikator Kinerja Kunci Lapcran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(IKK EKPPD) dan dokumen pendukungnya pada butan Januari 2019.

12.Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara 2020 setelah penyusunan Renja PD 2020.

13.Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon
Perubahan Anggaran Sementara 2019.

14. Perubahan Perjanjian Kirierja 2019 paling lamoat satu minggu setelah DPPA SKPD
ditetapkan.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA sejumiah Rp 8.544.000,00 dengan
rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:



- Triwulanl  :Rp 3.530.700,00
- Triwulanil :Rp 1.806.700,00
- Triwulanll :Rp 1.981.600,00
- Triwulan IV :Rp_ 1.125.000,00

JUMLAH :Rp 8.544.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan 'Target Fisik Target Keuangan Keterangan
(%) Rp. %
Januari 5 375.000,00 4,39
Februari 40 3.1565.700,00 36,93
Marst 45 3.530.700,00 41,32
April 50 3.920.700,00 45,89
Mei 60 5.062.400,00 5925
Juni 65 5.437.400,00 63,64
Juli 70 5.887.400,00 68,91
Agustus 75 6.262.400,00 73,30
September 90 7.419.000,00 86,83
Oktober 95 7.794.000,00 91,22
November 98 8.169.000,00 95,61
Desember 100 8.544.,000,00 | 100,00

Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2019 ini disusun sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Kepala Bappeda dan Lithangda Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kabupaten Magelang

/i

Dra. SUGIYONO, M.SI. MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Pembina Utama Muda Penata Tingkrwn&

NIP 18640102 198405 1 004 NIP 19811218 200501 2 016



RENCANA KERJA OPERASIONAL
PENYUSUNAN SIPD
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk
memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dirmiliki
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian
pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosiai, budaya,
infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang
tata cara pengolahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja
kunci penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek petayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang
dilaksanakan Bidang Rendalev Bappeda & Litbangda berupa :
o  Membentuk Tim Fengelola SIPD Kabupaten
o Rapat koordinasi Tim Pengelola SIPD Kabupaten dengan materi
v Pemetaan kebutuhan data
v Pengumpulan kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan
v Mengentry serta updating data Kabupaten Magelang Tahun 2018 secara online

melaluf aplikasi www.sipd.kemendagri.qo.id
v Validasi data melalui e-Database SIPD

Evaluasi data
v Penyusunan Buku SIPD Tahun 2019 berisi analisis data SIPD yang dilengkapi
dengan gambar, table dan foto

Y

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
v" Bulan Januari — Februari : Menyusun SK Tim
v Bulan Maret : Rakor Pokja untuk Pemetaar Kebutuhan Data
v Maret s.d. Juni : Pengumpulan data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan.
Mengentry serta updating data Kabupaten Magelang Semester 0 Tahun 2018
secara online untuk aplikasi SIPD format baru, Validasi Data dan Evaluasi Data
v Bulan Juli s.d. Desember : Pemetaan Kebutuhan Data, Pengumpulan data SIPD
Kabupaten Magelang, Mengentry serta updating data Kabupaten Magetany
Semester | Tahun 2019 secara online untuk aplikasi SIPD format baru, Validasi
Analisis dan Evaluasi Data. |



IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019
sebagaimana tertuang dalam DPA sejumiah Rp. 114.590.000,- dengan rincian target
penggunaan anggaran adaiai sebagai berikut :

Triwutan | :Rp. 5.098.000,00
Triwulan |l : Rp. 53.618.000,0C
Triwulan il : Rp. 7.700.000,00

Triwulan IV : Rp. 48.174.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
Target Keuangan

Bulan Target Fisik (%) R 5 Keterangan
Januari 1 0 0
Februari 3 3.298.000 ! 2,8
Maret 5 5.098.000 44
"April 10| 10.646.000 9,2
Mei . 50 56.916.000 49,6
bduni 52 538.716.000 51,2 |
Juii 55 60.516.000 52,8 l
. Agustus 58| 64.616.000 56,3
| September 60| 66.416.000 57,9 |
i Oktober 65 72.466.000 63,2
November 991 112.720.003 98,4
Desember 100{ 114.590.000 100.0
Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,  Januari 2019

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
¢ KABURAKEN MAGELANG Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4&3@
D GIYONO, M.SI LONO HARTANTO, S.T, M.Eng
Pembina Utama Muda Penata Tingkat {

NIP. 19640102 198405 1 004 NIP.19750427 200502 1 005



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI JARINGAN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

(JARLIT) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Salah satu substansi pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu
menjadikan daerah kabupaten/kota saat ini mempunyai kewenangan yang sangat
luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi
pelaksanaan program. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu semakin
bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pada era
otonomi daerah, kabupaten/kota menghadapi tuntutan dan tantangan ai bidang
pendidikan terutama dalam hal:

1. Masalah pendidikan yang harus dipecahkan sendiri oleh kabupaten/kota
semakin bertambah, seperti: bagaimana memberikan kesempatan pendidikan
yang lebih merata dan bermutu, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan
memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana pendidikan.serta menentukan dan
menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di
samping itu, masih bervariasinya kemampuan masing-masing daerah dalam
mewujudkan misi pendidikan vaitu ketersediaan layanan pendidikan:
keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relavansi layanan pendidikan:
kesetaraan pemberian layanan pendidikan: dan kepastian memperoleh layanan
pendidikan (5K); |

2. Penetapan kebijakan dituntut Iebih cepat untuk dapat merespon dan
memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat karena rentang
birokrasi menjadi jauh lebih pendek dengan adanya era otonomi, sehingga
akses, mutu dan tata kelola harus menjadi fokus bagi daerah.

Terkait dengan Konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan serta
tantangan bidang pend'idikan, Pernerintah daerah perlu memiliki wahana yang
membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan.
Salah satu wahana tersebut adalah jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
(JARLIT).

JARLIT merupakan suatu forum yang berfungsi untuk mendukung pimpinan
dasrah dalam menetapkar kebijakan di bidang pendidikan, calam  beniul
menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakar, baik diminta maupun tidak
diminta untuk memecahkan masalah-masalati yang dihadapi daerah dalam
penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, JARLIT diharapkan juga untuk bisa
membarntu mensinkronkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan dj

bidang pendidikan, relalui mekanisme kerjasama baik antar JARLIT daerah



llo

maupun dengan JARLIT Pusat. Penyusunan usulan kebijakan tersebut dilakukan
atas dasar hasil penelitian kebijakan dan analisis sektor pendidikan. Dengan cara
demikian maka kebijakan pimpinan daerah dabat ditetapkan atas dasar informasi
dan fakta yang akurat dari lapangan (/nformed Decision Making).

Kegiatan JARLIT tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak dikoordinasi
dan difasilitasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan
Pembangunan, Peneletian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan
LITBANGDA) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang bertanggungjawab
terhadap perencanaan, penelitian dan perumusan kebiiakan daerah me!aksanakan
kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

GAMBARAN UMUM !INDIKATOR KINER.JA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikar (JARLIT) di
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2C18 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang
pada Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa lanjutan penelusuran
siswa SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan rincian
sebagai berikut :

1. Rapat Tim dan stake holder, dengan targat 7 (tujuh) kali, sebanyak 31 crang
setiap kali rapat.

2. FGD (foccus group disceution) Tim Peneliti dengan stake holder. dengan
target 3 (tiga) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat.

3. Sosialisasi pendataan ke sekolah reberi dan swasta sebanyak 2 (dua) kali.
Seminar pendidikan, dengan target 1 (satu) kali dengan jumiah peserta 150
orang.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan
Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, diiakukan sebanyak 7 (tujuh} kali pada

bulan Januari,Februari, Maret dan April, Mei dan Juni 2019,

2. Sosialisasi ke sekolah negeri dan swasta pada bulan Februar dan Maret

2019.

3. Pendataan bulan Maret-Juni 2019
4. Repat Tim dan stake holder atau Focus Group Discussion (FGD), dengan

target 3 (tiga) kali, 25 orang setiap kali rapat pada bulan, Mei. Juni dan Juli
2019,

5. 8emfna¢.,pada bulan Agustus tahun 2019.
6. Perumusan terkait rekomerdasi kebijakan pendidkan d;
Magelang. Agustus dan Saptember 2019

Kabupaten



7. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Oktober 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pendidikan
sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 175.700.000,0¢ dengan rincian

Jaringan Penelitian

target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwuianl  :Rp 37,232.000,-
- Triwuln i ‘Rp 95.780.500,-
- Triwulan 11l :Rp 22.362.500,-
- Triwulan IV : Rp 20.325.000.-

JUMLAH ‘Rp.175.700.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulanKegiatan Fasilitasi
Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut :

Bulan Target Fisik Target Keuangan Keterangan |
(%) Rp % % ;
] uanuan 0,00 0 0,00 - 0.00
"Februari 5,00 2.466.000 1,40 ; ~ O .00
| Maret 20,00 37,232.000 2119, 000
 April 50,00 84.405.450 4804 000,
| Mei 55,00 96.546.450 54,95 0.00°
. Juni 75,00]  132.862.500 75,62 000
CJuli 85,00, 154.055.000 87,681 - 0.00
. Agustus 90,00 ! | 154.055.000 | 8768, 000,
' September 95,001 155.375.000 88431 0.0
| Oktober 100.00 | 175.700.000 100 0,00
Nopember 100,00 175.700.000 100 0,00 ;
Desember 100,00 | 175.700.000 100 0.00]
VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian
Kebijakan Pendidikan (JARLIT) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun

Kota Mungki Jahuari 2019

DO, 88T
Penata
NIP. 197300925 199703 1002

NIP. 19640192 193405 1004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
APBD TA 2019

. PENDAHULUAN

Muatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kabupaten Magelang mencakup kebijakan
sistem pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta output sistem terkait lain yang
dipandang penting bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magelang.
Output inovasi di masing-masing elemen SIDa Kabupaten Magelang yaitu pemerintab
daerah, lembaga pendidikan dan lembaga riset, pelaku usaha, lembaga kemasyarakatan
atau ormas serta norma dan etika.-

Implementasi SIDa ini mengharuskan lerciptanya harmonisasi dan sinkronisasi yang
menghasilkan sinergi positif antar sektor pembangunan ekonomi dan Iptek. Hal tersebut
menjadi syarat penting untuk menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah. Qleh
karena itu, dalam merumuskan prospek pembangunan daya saing daerah melalui penguatan
SIDa perfu dilakukan identifikasi permasalahan dan kondisi perkembangan SiDa saat ini,
mendayagunakan peluang-peluang yang terbuka baik lingkup regional maupun lingkup
nasional serta tantangan yang harus diselesaikan.

Penguatan SiDa di Kabupaten Magelang memiliki 3 (tiga) sasaran utama guna
menjawab isu-isu strategis yang diklasifikasikan menjadi persoalan-persoalan pembangunan
kelembagaan SiDa, penguatan jejaring SIDa serta penguatan sumberdaya SIDa.

iI. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2019 berupa :

1. Focus Group Discussion (FGD) tematik dengan stakeholder dari lingkup Aparatur Sipil
Negara (ASN), praktisi, dan akademisi. Topik FGD meliputi indikasi geografis,
roadmap SiDa, IDSD, dan topik tentatit sesuai kebutuhan.

Penyusunan dokumen Indikasi Geografis Kopi Kabupaten Magelang

Optimas! Indek Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Magelang

Penyusunan Roadmap SIDa Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) bagi masyarakat Kabupaten Magelang.
Pengiriman peserta Pameran Produk Inovasi (PP) tingkat Jawa Tengah.

Studi referensi kelitbangan dan SiDa dalam witayzh Provinsi Jawa Tengah.
Operasionat Tim Penguatan SiDa Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat
tim guna membahas penguatan SlDa di Kabupaten Magelang.

ra

w
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. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguétan Sistem Inovasi Daerah di
Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sébagai berikut :

Kabupaten



1. Focus Group Discussion (FGD) tematik dengan stakeholder dari lingkup Aparatur Sipil
Negara (ASN), praktisi, dan akademisi,

t

indikasi geografis : Januari & Maret 2019

1

roadmap SiDa : Januari & April 2019
IDSD : April - Mei 2012

topik tentatif : Juli, Agustus, Oktober 2015
2. Pengurusan Indikasi Geografis Kopi :

- FGD & pembentukan kelompok masyarakat : Januari 2019
- Penyusunan dokumen : Januari — April 2019
- Pendaftaran ke Ditjen HKI : Februari 2019
- Penguijian : April 2019
3. Optimasi indek Daya Saing Daerah (IDSD) :
- FGD : Aprit - Mei 2019
- Penyusunan dokumen : Januari — Juni 2019
4. Penyusunan Roadmap SiDa:
FGD : Januari & April 2019
Penyusunan dokumen : Januari - April 2019
Pengusulan Perbup : Juni 2019
Penetapan Perbup : September 2019

]

5. Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) bagi masyarakat Kabupaten Mageiang :
Sosialisasi : Juni 2019

Penerimaan proposal : Juni - Agustus 2019
Penilaian : Agustus 2019
Anugerah Lomba Krenova : Oktober 2018.

6. Pengiriman peserta Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) tingkat Jawa Tengah
Maret - Mei 2019.

7. Pengiriman peserta Pameran Produk Inovasi (PF[) tingkat Jawa Tengah : September
2019.

8. Studi referensi kelitbangan dan SiDa : Juli dan September 2019.

9. Operasional Tim Penguatan SIDa Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat

tim guna membahas roadmap dan implementasi SIDa di Kabupaten Magelang :
Januari - Oktober 2019.

]

IV, TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2019

sebagaimana tertuang dalam DPPA sejumlah Rp.292.303.000,- dengan rincian target
penggunaan anggaran sebagai berikut:

-~ Triwulan | : Rp.35.928.950,- (12,29%)
- Triwulan il : Rp.92.920.000,- (31,79%)



- Triwulan Il : Rp.93.290.000,- (31,92%)

- Triwulan IV : Rp.70.164.050,- (24%)

V. RENCANA PRESENTASE TARGET FISIK DAN KEUJANGAN PER BULAN

| TARGET FISIK TARGET KEUANGAN '
BULAN KETERANGAN
(%) Rp %

Januari 5 8,795,000 3,01 |

Februari 10 28,828,950 9,86 ;

Maret 15 35,928,950 12,29 |
CApril 20 60,658,950 20,75 B

Mei 30 68,128,950 2331 |

Juni 45 128,848,950 44,08

Juli 55 153,708,950 52,59

Agustus 60 160,038,950 54,75

September 80 222,138,950 76

Oktober 100 292,303,000 100

November 100 292,303,000 100

Desember 100 292,303,000 100 |

Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksznaan kegiatan.

NIP. 19640702 198405 1 004

Kota Mungkid,

wari 2019

Pejabat Pelaksana Tekkis Kegiatan

NIP. 19780502 195703 2 004
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DEWAN RISET DAERAH (DRD}
TAHUN ANGGARAN 2018

PENDAHISLUAN
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan
daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan
yang dilaksanakan dalam mencapai iujuan pembangunan secara bertahap.
Perencanaan diberlukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiiiki dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-
kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya
mendesak.
Perencanaan yang baik harus didahului oleh riset. Dengan riset maka akan
membantu pengambil kebijakan calam merumuskan prioritas utama pembangunan limu
Pengzatahuan dan Teknologi
Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan
dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang
bersangkutan. Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk mendukung pemerintah
daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di Dewan Riset Nasional. Peran DRD Dewan
Riset Daerah bertugas
1. memberikan masukan kepada Pemda berupa pemikiran dalam rangka: a)
pemetaan kebutuhan iptek; b) merumuskan kebijakan iptek sesuai dengan potensi
keunggulan daerah , ¢) menentukan prioritas utama dan perangkat kepentingan
permasalahan riset dan iptek .

2. DRD secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daeran
yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah:;

3. DRD merupakan inisiator dan akselerator pembangunan iptek yang mempunyai
posisi dan peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan iptek di
dagrah,

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggarar 2018 yang ailaksanakan oleh Bidang

L thang Kabupaten Magelang berupa :

1. Riset Ungguian Daerah
Dilaksanakan lornba Riset Unggulan Daerah dengan tema :



Penanggulangan Kemiskinan
Pendidikan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

© o 0 T

Pengembangan Sektor unggulan ( Pertanian, Pariwisata dan UMKM)

2. Publikasi Hasii Penelitian di Kabupaten Magelang:
- Mengkopilasi dan memilih hasil penelitian/ kajian di Kabupaten Magelang untuk
di publikasi.
- Diterbitkan 1 kali dalam setahun

- Sebagai cikal bakai penyusunan jurnal penelitian di Kabupaten Mage'ang

3. Kajian Kebijakan.
- Kaijian terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang.
- Kajian kebijakan sesuai dengan perintah pimpinan

4. Menyusun laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah tahun 2019

i, JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2019 adalah sebagai berikut
1. Riset Unggulan Daerah (RUD)
a. Tahap persiapan: Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan, SK Juri Riset
Unggulan Daerah : Bulan Januari - Februari 2019
b. Pelaksanaan seleksi : pengumuman. sosialisasi, selksi administrasi dan
substansi, pengumuman calon pemenang, penetapan  pemenang.
penandatanganan perjanjian kerjasama : Bulan Maret -~ Juni 2019
c. Pelaksanaan penelitian : Juli - September 2019
2. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang:
Kompilasi data sampai dengan penerbitan buku : Bulan Juli -~ November 2019
Kajian Kebijakan dirumuskan pada bulan Mei - Oktober 2019

Menyusun laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah tahun 2019 : Bulan
Desember 2019

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi ORD Tahun 2019 sebesar Rp.313.106,000.00.- (Tiga
ratus tiga belas juta seratus enam ribu rupiah) dangan rincian triwulan sebagai berikut:

Triwulan | :Rp 10.460.300,-
Triwulan || : Rp. 117.730.000,-



Triwutan 11i : Rp. 76.005.000,-
Triwulan IV : Rp. 108.910.700,-
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

it e e s s e oy

?_ TARGET TARGET KEUANGAN
i BULAN | (i 61 - 0 KETERANGAN
rJanuari 0 0 0 !
Februari 0.5 2.550.000 0.81 i
Maret 3 10.460.300 3,34 ?
April 18 59.360.000 18,96 _
Mei 26 84.450.000 | 26,97
Juni 40 128.190.300 | 40,94 }
Juli 48 154.320.300 | 49,29 !
T Agustus 58 181.945.300 | 58,11 :
. September 65 204.195.300 | 65,22 i
* Oktober 97 303.754.300 | _ 97,01 L
__ovember 99 310.404300] 99,14 | :
_ Desember 100 313.106 000 |  100.00 B )
Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi DRD tahun 2019 i

disusun sebagai’acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2 Januari 2019

PEDA DAN LITBANGDA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
RATEN/MAGELAN

RiVIA ATMARULINA, S.Pi., MPA
J Penata Tk |
NiP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19690501 200312 2 006




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITAS! KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN
Pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah daerah harus Eerupaya

terus-menurus dalam meningkatkan keseiahteraan masyarakatnya. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat ini dapat diupayakan secara teknokratis melalui
perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik salah saty indikatornya muncul
dari hasil penelitian.

Badan Perencanaan Pembanguran, Penelitian dan Pengembangan
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang peneiitan dan pengembangan, bidang perencanaan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah. Tugas Bidang Litbang diantaranya adalah menyelenggarakan
pembinaan, fasilitasi dan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan. Oleh
karena itu pada Tahun 2019 ini Bidang Litbang memberikan fasilitasi kepada para
peneliti dan melakukan kajian terhadap pendapatan sertz penyusunan Rencana
Induk Kelitbangan,

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Kelitbangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Caerah (BAPPEDA dan
LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa fasilitasi bagi pare peneliti. kajian
pendapatan dan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan :
1. Rapat Tim dan stake holder, dengan target:
- Rapat Tim Kajian Pendapatan selama 5 kali
- Rapat Tim Rencana Induk Kelitbangan selama 5 kali.
2. FGD (foccus group disccution) Tim Peneliti dengan stake holder dengan
target 2 (dua) kali, sebanyak 35 orang.
Seminar pendidikan, dengan target 2 (dua) kali dengan jumlah peserta
masing-masing 100 orang.
Tersusunya Kajian Pendapatan danr rencana Induk Kelitbangan 2019-2024
Terlayaninya mahasiswa yang melakukan Penelitian di Kabupaten Magelang.

(3%



. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi kelitbangan di Kabupaten

Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, ditakukan sebanyak 6 (tujuh) kali, pada

bulan ,Februari, Maret dan April. Mei Juni dan Juli 2019.
2. FGD pada bulan Mei dan Juni 201¢
3. Seminar pada bulan Juli 2019

4. Pekerjaan selesai pada bulan Oktober 2019,

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Kelitbangan sebagaimana teriuang dalam DPA 2019

sejumlah Rp 751.620.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai

berikut:
- Triwulanl  :Rp 14.696.750,-
- Triwuln il :Rp 51.375.000.-
- Triwulan 11l :Rp 666.550.000,-
- Triwulan IV : Rp 18.998.250.-
JUMLAH :Rp.751.620.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FIS!K DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulanKegiatan Fasilitasi

Kelitbangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Bulan Target Fisik Target Keuangan Keterangan i
(%) Rp % % :
Januari 0,00 0 0,00 0,00
i Februari 5,00 ¢ 0 O-ﬁf)m;
" Maret 10,00 | 14.696.750.00 1,96 0.00
f'ABEl’ 20.00 39.921.750 5371 10,00
" Wie 3000 54.208.750 FE T 60
| Juni 3500 66.071.750 8,79 0,00 °
Juli 40.00 83.448.750 11,10 0,00 5
Agustus 50.00|  96.577.750 12 0.00
“September 80.00 | 732621751 | 9747 T 000’
"Okiober 90.00 | 743.480.000] 98.92 000"
"Nopember 100,00 | 749.620.000 I 99,73 0.0‘0“?
‘Desember 100,00 | 751.620.000 | o

100
|l

000"

Fom



VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasiona! Kegiatan Fasilitasi Kelitbangan Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

Kota Mungkid,  Januari 2019

Pembiga Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19730925 199703 1002



RENCANA KERJA OPERASIONAL

FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERIUUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan tahun
anggaran 2018 di Bappeda dan Litbangda Kabupater Magelang dilaksanakan
guna mendukung misi ketiga RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019
yaitu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang daiam sasaran keduanya adalah
terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat,
berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang
mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang
bersifat multi sektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal
akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan
infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sani‘asi, sarana ekonomi dan
sarana lainnya. _

Pemerintah pusat mencanangkan program seiuta rumah untuk mengatasi
hunian di Indonesia bagi masyarakat berpenghasitan rendah (MBR), program ini
merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengatasi backlog atau
kekurangan kepemilikan rumah untuk rumah tangga MBR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa salah satu hal khusus yang
diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap
masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi rnasyarakat
berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan
perolehan rumah melalui program peiencanaan pembangunan perumahan
secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan
kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umum, keringanan blaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Dengan kegiatan koordinasi peryelenggaraan pengembangan perumahan
dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi stake holder perumahan guna
melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten

Magelang melalui pendanaan dari APBD Kabupaten Magelanyg, APBD Provinsi
Jawa Tengah maupun APBN.



Selain kegiatan fasilitasi perumahan dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman, terdapat kegiatan penyusunan masterplan penataan
gedung Kantor di kawasan komplek setda Kabupaten Magelang. Hal ini didasari
dengan . kondisi ‘.perkembaingan Organisasi Perangkat Daerah. Guna
meningkétkan peiayanan pemeriniahan perlu  dilakukan penataan dan
penyadiaan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan komplek setda
Kabupatén‘ Magel'amg‘ Output dari . penyusunan masterplan ini  adalah
terwujudhya dokuré'nen perencanaan penataan gedung kantor yang nantinya
dapat dit_indaklanjuii sebagai acua dalam pembangunan dan penataan gedung

perkantoran.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KlNEﬁJA KEGIATAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun

2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Magelang berupa.

1.  Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2019.

2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan
pengembangan perumahan 2019

3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD,
APBD Prov, dan APBN

4. Penyusunan data Perumahan di Kab. Magelang

5. Koordinasi dengan SKPD teknis dalam rangka penyusunan dan
penyempurnaan target pembangunan $ tanun kedepan dalam bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

6. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2019

dari seluruh sumber anggaran, meliputi:

a. BSPS

b. DAK Perumahan

c. Bankeu Provinsi RTLH

d. Hibah/Bansos RTLH APBD Kabupaten Magelang

Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH)

Tahun 2019.

8. Penyusunan Masterplan Penataan Gedung Kantor Komplek Setda

~t

Kabupaten Magelang.



fl.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN:
1.

Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2019 pada bulan
Januari 2019. '

Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan
pengembangan perumahan 2019 dengan melaksanakan rapat koordinasi tim
teknis, pengumpulan data capaian kegiatan minimal dalam periode tribulan
atau dapat dilaksanakan dalam rapat koordinasi insidentil.

Identifikasi kegiatan pendukung pengembtangan perumahan dari APBD,
APBD Provinsi dan APBN, dilaksanakan dengan mengikuti rakor dan
konsultasi ke kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda dan Litbangda Provinsi Jawa Tengah
setiap triwulannya sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan
Desember 2019.

Validasi dan finalisasi pendataan perumahan kabupaten Magelang 2019
dengan melaksanakan proses validasi data hasil pendataan pada tahun
2018, dilaksanakan bersamaan dergan menyandingkan data yang dimiliki
oleh SKPD teknis atau BPS.

Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan
melaksanakan Persiapan teknis pada awal tahun yaitu di bulan Januari dan
Februari 2019, Sosialisasi pada bulan Februari dan Maret 2013, dan
Monitaring dan Evaluasi dilaksanaan Pembangunan Rumah tidak layak huni
dilaksanakan setiap bulan dari buian Februari sd Desember 2018.
Pengumpulan data capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester
pertama tahun 2019 pada bulan Januari sd Juni 2019 dan capaian kegiatan
urusan perumahan tahun semester kecua tahun 2019 pada butan Juli sd
Desember 2019.

Penyusunan Rencana kegiatan 2019 dengan pembahasan usulan kagiatan
2018 dibahas mulai bulan Juli 2J18.

Penyusunan KAK dan proses pemilinan penyedia jasa akan di awal Januari-
Pebruari dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD teknis,
sehingga pada bulan Maret s.d Juni dilaksanakan pekerjaan penyusunan
masterplan penataan gedung kantor.



V. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan tahun 2019 tertuang dalam DPA sejumlah Rop.207.926.000.- (Dua
ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh enana ribu rupiah) dengan rincian target

penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan | (Januari s/d Maret) : Rp. 18.448.800.00
Triwulan I (April s/d Juni) : Rp. 35.374.000.00
Triwutan 1l (Juli s/d September) . Rp. 137.223.700,00
Triwulan [V (Oktober s/d Desember) . Rp. 16.879.500,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

| Buian Target Fisik Target Keuangan Keteranganj

; (%) Rp. % !

rJanuari 3% 5,662,500 2.72% ;

' Februari 8" 16,105,300 | 7.26% |

| Maret 9,5% 18.448.800 | 8.87% ’
April 13,5% 27,691,500 | 13.41% |

. Mei 22% 44577700 | 21.44% ! |

! suni 26% 53,822,800 |  25.89%

| Jul 84% 173.928.200 | 83.65%

| Agustus 92% 190,614.300 |  91.67%

1_ September 93% 191,046,800 | 91.88% | |

. Oktober 97% 199,620,300 | 96.01% |

| November 09,8% | 207.493,800 ! 99.79% |

| Desember 100% 207926300 | 100%

. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan

ungkid, Januari 2019

Pejabatl Pelaks Taknis Kegiatan
GIYONO, M.Si A ULIANTO, ST

Pembina Utama Muda Penala
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP 198107022005011009




RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN FASILITASI SIBERMAS DAMN PENGABDIAN MASYARAKAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMEBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Kegiatan Fasuhtas: dan pengabdtan masyarakat dilatarbelakangi berbagai
pérmasalahan yang eksis di maSyarakat dntara lain: (1) ketidakmapanan sebagian
besar masyarakat terhadap piembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan
masyarakat dalam era’ gIobalusasz (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja
ditujukan bagn kese;ahteraan masyardkat (3) potensi masyarakat maupun sumber
daya alam lmgkungannya belum termanfaatkan dehgan baik dan arif, serta 4)
penatakelolaan fisik kewulayahan yang belum proporsional dan profesional.

Tu;uan kegsatan Sibermas adalah untuk  meningkatkan kemandirian,
kényamanan kehidupan, sekaligus kesejaihteraan masyarakat melalui keterlibatan
aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemerintah Daerah (berbasis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perguruan tinggi (kepakaran), serta
untuk menemukan solusi atas persoaian yang dihadapi pemerintah daerah,
masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempenga:uhi
kenyamanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Fengabdian Masyarakat dilaksanakan
dengan menggandeng perguruan tinggi mitra di Jawa Tengah dan DIY

Il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Adapun rencana umum kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian
Masyarakat di Tahun Anggaran 2018 vang dilaksanakan oleh Bidang Peimerintahan
Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Pertemuan/rapat dengan mengundang rerguruan tinggi mitra dalam rangka
merumuskan kegiatan pelatihan di masyarakat yang akan dilaksanakan di Kab.
Magelang;

2. Bappeda dan Litbanagda melalui kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian
Masyarakat akan memfasilitasi pelatihan di masyarakat yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi mitra. Kegiatan dilaksanakan di desa di Kabupaten Magetang;

3. Pelatihan akan dilaksanakan pada Bulan Maret sd. September Tahun 2019,:

4. Melakukan pendampingan di lokasi pelatihan;



iv.

© ©° N o o

Menjadi nara sumber pelatihan,;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;
Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten,
Menjadi narasumber pembekalan KKN;

Melakukan monitoring kegiatan KKN di Kabupaten Magelang.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN |
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat

di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1.

o~ b

Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sibermas pada minggu | Bulan Januari
2019;

Membuat SK Tim Fasilitasi Sibermas pada minggu | dan |l Bulan Januari 2019;
Rapat dengan perguruan tinggi mitra paaa bulan Januari dan Februari 2019;
Melaksanakan rapat koordinasi tim Bulan Januari dan Februari 2019;

Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di desa di Kabupaten Magelang pada
Bulan Maret sd. Juni Tahun 2018,

Membuat surat rekomendasi izin pengabdian masyarakat (KKN) perguruan tinggi
yang akan melaksanakan KXN di wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
Melaksanakan pembekalan KKN bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan
KKN di Wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan Sibermas pada Bulan Juni
dan Desember Tahun 2019;

Melakukan kaji banding ke beberapa kabupaten/kota di wilayah DiY/Jawa Tengah
dalam rangka mempertajam pengetahuan terkait kegiatan pengabdian masyarakat
yang melibatkan pergurauan tinggi;

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi KKN Tahun 2019 (waktu tentatif);
11. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Sibermas dan Pengabdian Masyarakat.

TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten

Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumiah Rp.
126.495.000,- (Seratus Dua Puluh Enarn Juta Empat Ratus Sembiian Puluh Lima Ribu
Rupiah), dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :



- Januari

- Februari

- Maret

- April

- Mei

- Juni

- Juli

- Agustus

-  September
- Oktober

- November

-  Desember

: 5.267.000,-

+ 18.582.500, -
- 26.806.500,-
- 13.152.500,-
+ 33.200.000.-

-

: 29.486.500,-

-

TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Target Fisik Target Keuangan Keterangan
(%) Ro %
| Januari 5 5.267.000, 4,20%
Februari 10 | 5.267.000, 4,20%
Maret 20 | 23.849.500, 19%
April 30 | 23.849.500. 19%
Mei 50 | 50.656.000, 40%
Juni 60 | 63.808.500, 50%
Juli 70 { 97.008.500, 77%
Agustus 85 | 97.008.500, 77%
September 90 { 97.008.500, 77%
Oktober 90 | 97.008.500, 77%
November 95 | 126.495.000, 100%
Desember 100 | 126.485.000, 100%




Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan
Pengahdian Masyarakat Kabupaten Magelang TA 2019 ini aisusun sebzgai acuan

pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,  Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DrsASUGIYONO, M.Si. Drs. BASUKI ROCHMAD
Pembima Utama Muda Penata Tk |
NIP. 18640102 198405 1 004 NIF. 19680723 199403 1 010




RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN FASILITASi DAN KOORDINASI
PENINGKATAN KINERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi
keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerak,.  Provinsi dan Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan
pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam
rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk
perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Magelang tahun 2018, cakupan
layanan air minum di Kabupateri Magelang masih mencapai 83.89%, sedangkan
cakupan akses sanitasi 86.28%. target tersebut diperoleh dengan
membandingkan capaian layanan terhadap jumlah pendudux yang ada di
Kabupaten Magelang, yaitu dengan data jumlah KK dan jiwa yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Magelang. Adapun
sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019
diharapkan cakupan ini dapat meningkat menmjadi 100% untuk air minum dan
100% untuk sanitasi.

Fasilitasi dan koordinasi peningkatar Kinerja Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2018, merupakan rangkaian kegiatan
tahun sebelumnya dalarn rangka mendukung percepatan kinerja pembanguran
air minum dan sanitasi guna merealisasikan universal acces terutama untuk
sektor air minum dan sanitasi berupa 100% akses masyarakat terhadap air
minum aman dan 100% akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Amanat
dalam Peraturan Pemerintah No.2 tarun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) juga mengamanatkhan kewajitan pemerintah dalam pemenuhan
kebuthan pokok air minum dan penyediaan layanan pengow@han air limbah
domestik. Hal ini menjadi target dalam keberhasilar yang didukung dengan
kinerja Kelompok Kerja AMPL.



GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (AMPL) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan, Perelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang

berupa:

1. Pemiaentukan ':Kelompok Kerja Pehyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (Pdkja AMPL);

2. Memfasilitasi F;’okja AMPL dalam ‘melakukan koordinasi dan menyusun
perehcanaan ;jembangurian terkait’ program penyediaan air minum dan
penyehatan lingkungan; '

3.  Memfasilitasi F%okja AMPL dalam melaksahakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan prbgram penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;

4, Pelaﬁsanaan Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);

Pembentukan Panitia Kemitraan PAMSIMAS;

8. Penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih dan daftar pendek usulan
kegiatan air bersih melalui Pamsimas ke pusat.

7. Pelaksanaan Fasilitasi Program Indonesia Urban Waier Sanitation and
Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (JUWASH PLUS)),

8. Evaluasi dan Penyusunan rencana kegiatan terkait {arget pembangunan
jangka menengah bidang AMPL.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan:

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas
pada bulan Januari 2019,

2. Membentuk Kelompok Kerja AMPL 2019, dan Panitia Kemitraan 201¢ yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang pada bulan Januari s/d
Maret 2019.

3. Melakukan proses perekrutan supporting staff pada bulan Februari 2019

4. Penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih pada bulan Pebruari s/d

Mei 2019 dan daftar pendek usulan kegiatan air bersih melaiui Pamsimas ke
pusat pada bulan Juli-Nopember 2019.



Sosialisasi kegiatan bidang AMPL pada bulan April dan Juli 2018.

6. Rapat koordinasi anggcta Pokja AMPL pada bulan Februari s/d Nopember
2019.

7. Rapét koordinasi anggota iPanitia Kemitraan patla bulan Maret s/d Nopember
2019. ’ | |

8. Melakukan koo:rdinasi dengan Pemasrintah Pusat. Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan pémangku kepentingah. lainnya terkait dengan kegiatan AMPL
tahun anggarar; 2019 padé bulan Februari s/d Desember 2019.

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan AMPL
pada bulan Februari s/d April dan bulan Septen‘iber s/d November 2019,

10. Penyusunan rencana kegiatan dan rencarna anggaran kegiatan AMPL tahun
2020.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Biaya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2019 tertuang dalam DPA sejumlah
Rp.142,045,150,- (Seratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu seratus
lima puluh rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan | (Januari s/d Maret) . Rp. 41,204,250
Triwuian Il (April s/d Juni) . Rp. 61,115,900
Triwulan [l (Juli s/d September) . Rp. 21,925,800
Triwulan IV (Oktober s/d Desember; . Rp. - 17,798.200

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

I Bulan Target Fisik Target Keuarigan " Keterangan
| (%) Re. T % ,
Januari 3 3,650,800 257% <
[Februari 12 16,898,300  1190% |
"Maret 30 41,204,250 29.01% | §
! April 37 52,195,050 36.75% | q
“Mei 45 62,795,850 44.21% i
Juni | 73 102,320,150 72.03%
duii 81 113792650 | 80.11%
. Agustus 84 119,190,150 ' 83.91%
September 88 124245050, 87.47% | T
Oktober 94 133,196,750 |  93.77% 1
November 97 137,593,650 |  96.87% T
| Desember 100 142,045,150 100.00%




V.  PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan
Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2019 ini disusun

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Munakid, Januari 2019

MIP. 19810702 200501 1 009




I

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS
BAPPEDA DAN LITBANGCA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahWa Pemerintah Daer'f:ah melaksanekan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenahgan daeréh yang terdiri dari urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahah pilihan. ‘:Penyelenggaraan urusan pemerintahan
tersebut  diimplementasikan dé\lam berituk progfam qan kegiatan, dimana
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
dan atas beban anggafan pendapatan dan belanja daerah.

Memperhatikan ketentuan pada Pera@turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Kepala Daerah menyarnpaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan yang selanjutnya dilakukan penandatangan Nota Kesepakatan KUA
PPAS antara Pimpinan DPRD dan Bupati. Selanjutnya KUA PPAS ini akan dijadikan
dasar dalam penyusunan RAPBD.

Il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tahun Arggaran 2019 mempunyai indikator
keluzran tersusunnya KUA PPAS TA.2020 dan KUPA PPAS Perubahan TA. 2018,

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No Bulan Uraian |
1 Januari ]
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei Penyusunan surat edaran KUA PPAS TA.
' 2020; Penyusunan Rancangan KUA PPAS
TA. 2020
'6 Juni Pembahasan Rancangan KUA PPAS TA.
2020 dengan TAPD, penyampaian KUA PPAS
. TA. 2020 pada Bupati dan DPRD: |
! Penyusunan Edaran KUPA PPAS Perubahan
‘ 2019
| 7 Juli Pembahasan Rancangan KUA PPAS dengan |

_DPRD; MoU KUA PPAS TA. 2020




No Bulan _ Uraian
8 Agustus MoU KUPA PPAS Perubahan TA 2019; cetak
KUA PPAS TA.2020 dan KUPA PPAS
Perubahan TA. 2019

g September
10 QOktober
11 November

12 Desember

iV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulanil :  Rp. 55.904.000; digunakan untuk belanja alat tulis kantor,
belanja penggandaan serta beianja makanan dan
minuman rapat

2. Triwulan (i : Rp. 965.248.000; digunakan untuk honorarium panitia
pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan
penjilidan, belarja makanan dan minuman rapat serta
belanja perjalanan dinas dalam daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

!
Bulan Target Fisik (%) T:F:;get Keuanga;o Keterangan |

Januari 5 ¢ 0

Februari 5 0 0

Maret 5 0 0

April 7 1.431.000 0,14

Mei 10 1.431.000 0,14

Juni 50 55.904.000 547

Juli 70 507.904.000 49,74

Agustus 85 £68.392.000 55, 66

September 100 1.021.152.000 100

QOktober 100 1.021.152.000 100

November 100 1.021.152.000 100

Desember 100 1.021.152.000 100

Vi. PENUTUP

. Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan KUA PPAS
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan
kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

Psjabat Pelaksana Teknis Kegiatan

END RAHAYU Q. SE MM

Penata Tingkat |
NIP. 1971011 200501 2 008

NIP. 19640102 198405 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN ‘ |

Kabupaten Magelang merupakar salah satu dafi 7 Pemerintah Kabupaten/Kota
d: Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihari kepala caerah pada tanggal 27
Jijni 2018. Secara politis pemilihian kepala daerah akan berdampak pada pergantian
pimpinan daerah dan berpengéruh pada. arah pembangunan daerah Kabupaten
Magelang selama lima tahun meridatang. yéng akan termuat dalam dokumen RPJMD
Tahun 2019-2024. Setfagai rencana jangka fhenengah, RPJMD 2019-2024 merupakan
bagian dari tahapan pembangunan jangk;a panjang yang termuat dalam RPJPD
Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Oleh karena itu penyusunan dokumen RPJMD
2019-2024 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus
mengacu pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Mempedomani Permendagri 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dén Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubzhan Rencana Pembaingunan Jangka
Panjang Dasrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, pada pasai 47 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJMD
dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan
rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD
dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah terpilih.

Tahapan penyusunan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan RPJMD dan
Rancangan Akhir RPJMD yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah palihg
lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupsti terpilih dilantik.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2019 mempunyai output
tersusunnya Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2019
adalah sebagai berikut :




No Bulan Uraian ]

1 Januari Penyusunan jadual tahapan penyusunan RPJMD dan
Renstra PD, pembntukan tim penyusun, Penyusunan
Draft Rancangan Awal RPJMD

2 Februari Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD ;

3 Maret Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

4 April Konsuitasi Publik Rancangan Awal RPJMD

5 Mei Pembahasan dan penandatanganan Nota
Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD; pelaksanaan
konsultasi gubernur

6 Juni Penyusunan Rancangan RPJMD, musrenbang

RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir
Juli Penyampaian Rancangan Perda

Agustus Pengajuan Evaluasi Raperds RPJMD ke Gubernur
September Penetapan Perda RPJMD
10 Oktober Penetapan Perbup Renstra PD

11 November - i
12 Desember

V. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
Rp. 158.243.000; digunakan untuk belanja belanja ATK, belanja
makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan luar daerah.
2. Triwdlanll : Rp. 374.328.000; digunakan untuk belanja dokumentasi dan
dekorasi. belanja transportasi dan akomodasi, belanja cetak,

1. Triwulan i

belanja penggandaan, belanja penjilidan, belanja sewa mobilitas
darat, belanja sewa peralatan dan perlengkapan kanter, belanja
makanan dan minuman rapat, belanja tenaga ahli/ instruktur
/narasumber dan belanja perjalanan luar daerah.

3. Triwulanlit : Rp. 63.520.000; digunakan untuk beianja makanan dan minuman
rapat, belanje tenaga ahli/ instruktur /narasumber, belanja
perjalanan dalam dan iuar daerah.

V. TriwulanIV:  Rp. 1.147.280.000; digunakan untuk belanja honorarium tim;
belanja cetak, penggandaan c¢an penjilidan; belanja makanan dan
minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

[ Bulan Target Fisik Target Keuangan Keteranaan

| (%) Rp. % 9an
| Januari 3 40.000.000 229

"Februar g 132.450,000 7.60 1
| Maret 10 158.243.000 9,08




Target Fisik Target Keuangan
Bulan Keterangan

(%) Rp. %
April 13 219.555.000 12,59
| Mei 30 -~ 513.571.000 29,46
Juni 32 532.571.000 30,55 ' i
Jun 3 | 532571000 30,55 |
Agustus 35 596,091.00 34,19
September 35 596.091.C00 34,19
Oktober 100 | 1743371000 100
November 100 "~ 1.743.371.000 100
Desember 100 1.743.371.000 100

Vi. PENUTUP .

Demikian Réncana Ketja Operasional Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran
2018 inf disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

KEPALA BAPREDA DAN LITBANGDA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

-—

=

ENDANG RAHAYU Q, SE, MM
Penata Tingkat |

NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 1971011 200501 2 008
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

. Undahg Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional dalam Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa Rehcana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD can mengacu pada Rencana Kerja
Pémerintah_’ (RKP), memuat rancangan kerangké ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah: rencana kerja danjﬁpendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung dleh Pemérintah maupun ditémpuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.: . '

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2520 merup@akan penjabaran dari dokumen
Rencana Pembangunain Jangka ‘Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang
Tahun 2019'.-2024. R}{PD Kabuﬁaten Magélang Tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang disusun m’élalui proées inventarisasi, klasifikasi,
sinkronisasi,' dan seleksi usulan programlkégiatan yar;g terpadu dalam musyawarah
rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis,
Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kahupaten.

Selain penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 202C, pada Tahun 2019
akan disusun pula Perubahan RKPD Kabupéten Mageléng Tahun 2019.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan Umum Pembsangunan Daerah Tahur Anggaran 2019
mempunyai output berupa RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Perubahan
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencaraan Umum Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
| No Bulan Uraian i

1 Januari Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Konsultasi !
Publik Rancangan Awal RKPD; Menyusun Surat Bupati .
Mageiang tentang Penyampaian Rancangan Awal :
RKPD Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan -
Rancangan Renje PD Tahun 2020, fasilitasi:
musrenbang kecarnatan dan Rapat Teknis :

2 Februari Verifikasi Rancangan Renja PD; Forum SKPD i
Pengajuan usulan kzgiatan pusat dan provinsi.

e



No

Bulan

Uraian |

i
]

Maret

Forum Rumpun SKPD; Penyusunar Rancangan |
RKPD; Musrenbang Kabupaten, menyusun usulan
dana perimbangan

April

Desk Rancangan Akhir RKPD dengan SKPD;
Pgnyusunan Rancangan Akhir Renja PD, evaiuasi oleh
AFIP :

Mei

Penetapan Peraturan Bupatr tentang RKPD Tahun |
2020; Desk Rancengan Akhir Renja PD: Surat Bupati |
Magelang tdntang pehyusunan Perubahan RKPDI
Tahun 2019 -

Juni

Feraturan Bupatl tentang Penetapzan Renja PD

Juli

Penetapan Peraturan Bupah tentang Perubahan RKPD ]
2019;

Agustus

Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan
Renja PD 2019

September

Persiapan Penyusunan hancangan Awal RKPD
Tahun 2021

10

Oktober

Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tahun 2021

11

November

Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
2021

12

Desember

Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
2021 1.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan |

2. Triwulanll :

4, Triwulan IV :

Rp. 467.602.000; digunakan untuk Honorarium PNSdan non PNS,

belanja ATK, beianja delkomentasi/dekorasi, belanja transportasi

fakomodasi,
penggandaan,

belanja bahan material lainnya, beianja cetak,

penjilidan; belanja sewa perlengkapan dan

peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja
tenaga ahiifinstruktur/narasumber, belanja perjalanan dinas dalam

dan luar daerah, belanja makanan dan minuman rapat.

Rp. 427.830.000; digunzkan untuk honorarium panitia pelaksana

kegiatan, belanja cetak, penggandaan, penjilidan; belanja makanan

dan minuman rapat, belanje perjalanan luar daerah serta belanja

jasa konsultasi lainnya.
3. Triwulanlll :  Rp.

105.505.000; digunakan untuk telanja cetak, penggandaan

dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Rp. 53.950.00C; digunakan belanja makanan dan minuman rapat

serta belanja perjalanan dinas luar daerah.



V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Target Fisik Target Keuangan 1
Bulan Keterangan
%) | Rp. %
Januari 10 -;5.250.0'00 0,49
Februari 20 1 1;2.450. 000 | 10,66
| Maret 45 487.602.000 | 44,32
April 50 497.602.000 | 47,17
Vei 80 §44.452.000 | 80,04 1
" Juni 85 895.532.000 | 64,88
- Juli 95 098.837.000 | 94,68
Agustus 95 1.001.637.000 | 94,87
"September 95 1.001.037.000 | 94,67
Oktober 97 1.017.927.000 | 6,49
Noverriber 100 1.054.987.000 | 100 i
| Desember 100 1.054.987.000 100

VI. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Parencanaan Umum Pembangunan
Daerah Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ENDANG RAHAYU Q. SE. MM
Penata Tingkat |
NIP. 1971011 200501 2 008

NIP. 19640102 198405 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RKPD
TAHUN ANGGARAN 2019

|. PENDAHULUAN

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupékan amanat dari Paraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa, Menteri/Gubernur/ BupatiWalikota,
melakukan evaluasi terhadap perencénaan pembangunan daerah, meliputi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaa;n rencana pembangunan daerah, dan
hasil rencana pembangunah daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 181 ayat (3)
bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota..

Tujuan evaiuasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target
program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan saéamn pembangunan jangka menengah daerat: dan pencapaian
priorités dan sasiran pembangunan tahunan nasional. Tujuan lainnya adalah menjaga
konsistensi  antara kebijakan  dengan pelaksanaan dan bhasil rencana
pembéngunan Daerah, konsistensi antara dokumen perencanaan, dan kesesuaian
antara capaian pembangunan Daerah dengan indilkator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dan
Litbangda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hat
tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan
melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.

. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan evaluasi hasil
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang mempunyai indikator kinerja be/upa
laporan hasil evaluasi RKPD setiap triwulan (1, Il, Ili, IV). Laporan ini merupakan
kompilasi dari seluruh laporan evaluasi Renja SKPD Tahun 2019 Selain itu indikator
kinerja kegiatan ini juga berupa laporan sarnpai dengan triwulan IV evaluasi RKPD
tahun sebelumnya (2018).



ill. JADWAL PEMKSANMN KEGIATAN

Jadwal pélaksanaaﬁ Kegiatan Evaluasi RKFD Tahun Anggaran 2019 adalah

sebagai berikut :

1.

N o o o

Penyusunan SK Bupati tentang Tim Evéluasi RKPD Tahun 2019 pada bulan
Januari 2@1 9. .

Rapat pet}siapan Tim Evaluasi: RKPD Tahun 2019 dihadiri Tim dari Bappeda
dan Litbaﬁgda di buI;an Januari sampai dehgan Maret 2019.

Penyusun_.én laporan hasil Evéluasi RKPD sampai dengan Triwulan IV tahun
2018 pada bulan Jarivari 2019,

Penyusun,én faporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan | pada buian April 2019.
Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan I pada bulan Juli 2019.
Penyusunén laporan:hasil Evaluasi RKPD Triwulan il pada bulan Oktaber 2019.
Rapat Kobrdinasi Tim Evaluasi RKPD dijfadwalkan selama 6 kali selama bulan
Januari s.d. Desember 2019 dan Rapat Koordinasi dengan SKPD sebanyak 4
kali setama bulan Maret — Desember 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan
Litbangda sejumlah Rp. 128.952.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran
sebagai berikut:

Triwulani  : Rp. 26.101.900,-
Triwulan I!  : Rp. 40.596.800 -
Triwulan il : Rp. 36.276.809,-
Triwulan IV : Rp. 25.976.500,-



V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

Targei Fisik Targ;;et Keuangén

Bulan | (%) ‘ & T Keterangan
Januari . 2 0" 0
Pebruari 10 0 0
Maret . 31 76.101.600 20,24
Aol 36 17,500,600 1357
Mei , 40 | 0. 0
Juni - 52 23.005.600 17,01
Jui | 62 13.180.600 10,22
Agustus 65 0 0
September 80 53,005,900 1791
Oktober 82 2.880.900 2,23
| November 90 0 0
Desember 100 23.095.600 100

Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran
2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,  Januari 2019
Pejakat Pelaksana Teknis Kegiatan

A

SRI PUJIYATI WIJININGSIH, S.Sos.. MM
Pembina
NIP.19720104 199603 2 002




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN :

Memasuki 2019, perangkat daerah diwajibkén menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah 2020. Penyusunan ini sebelumnya telah diawali dengan penyusunan
Rancangan Awal Rencana Kerja Perargkat Daerah pada Desember 2018. Mengingat
saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018
maka penyusunan Renja Perangkat Daerah 2020 memedomani Rencangan RPJMD
Teknokratik 2019-2024 yang disempurnkan. '

Selain penyusunan Rencana Kerja Peranglkat Daerah 2020, pada 2019 juga
disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2019 yang mendasarkan pada
evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan pertengahan 2019.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan oleh
Subbagian Program Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa :
1. Penyusunan Rencana Kerja Pérangkat Daerah 2020
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pernagkat Daerah 2019

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai

berikut :

1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pada Minggu
1l Januari

2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu !l Februari

3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada
Minggu Ill Februari

4. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan Minggu IV Maret

5. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan
pada Mei

V. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD sebagaimana tertuang
dalam DPA sejumlah Rp 14.627.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran
sebagai berikut:



- Triwulan! :Rp 12.322.000,00
- Triwulanll  :Rp 2.245.000,00
- Triwulan il :Rp 60.000,00
- Tri;\'vvulgrLlV Rp . O,QQ{_

JUMLAH  :Rp 14.627.000,00‘

RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK IDAN KEUANGAN PER BULAN

Butan Target‘Fisik Target Kéuangan Keterangan
(%) R2. %
Januari 1 '~ 60.000,00 0,41
Februari 56 6.652.000,00 45,48
Maret 85 12.322.000,00 84,24
April 85 12.322.000,00 84,24
Mei 85 12.382.000,00 84,65
Juni 100 14.567.000,00 99,59
Jul 100 14,627.000,00| 100,00
Agustus | 100 14.627.000,00 100,00
September 100 14.627.000,00 100,00
Okicber 100 14.627.000,00 100,00
November 100 14.627.000,00 100,00
Desember 100 14.627.000,00 100,00

Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan Renja SKPD TA 2019
ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

~

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan

G

/

MIRA FATIMAH, 8. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat |
NIP 19811218 200501 2 016

Pembira Utama Mud -
NIP 18640102 198405 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANMN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN .

Perencanaan pembangunan, peneliﬁan, dan ﬁengembangan daerah menjadi
sektor yang menentukan arah ﬁerjalanan roda pemeérintahan daerah, termasuk di
Kabupaten .Mageiang' Perencahaan pembangunan' daerah yang ideal adalah
perencanaan yang didasarkan pada hasil penehtlan dan pengembangan daerah.

Pembangunan pada hakekatnya bettujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang dilaksariakan dleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan
terutama oleh aparat bemerintaiﬁ sebagai 'Epengembén amanat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyara'kat. Selaniutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan
dapat berjalan dengan efektif, eﬁsien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan
perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan. '

Perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan hasil-hasil
penelitan dan pengembangan daerah diharapkan mampu menggambarkan
permasalahan pembarigunan dai-arah berbésis realité yang terjadi di masyarakat.
Kesenjangan yang terjadi berdasarkan kajian penelitian dan bengembangan merupakan
permasalahan pembangunan yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Tahapan
penyelesaian permasalahan pembangunan diawali dengan menyusun perncanaan
pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 teniang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan
daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan
(Rencana Kerja Pemerintah).

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Magelang maka perlu disusun perencanaan strategis berdasarkan
tugas dan fungsi yang telah ditelapkan.

Renstra Bappeda dan Litbangda merupakan dokumen perencanaan periode 5
(lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan



Illo

kegistan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan
Litbangda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan, seria bersifat indikatif. Selain itu juga
memberikan, gambaran perwujudan pelayahan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke
depan, sertaf merupakan bagian Kontrak keria Kepala éappeda dan Litbangda dengan
Kepaia Daérah. Merigingat dokumen ini disusuri pada pertengahan periode
perencanaarj maka Renstra ini hahya memuat perencanaan stralegis pada sisa periode
perencanaan berjalan. - '

Proses penyusuinan Renstra Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2024 dilakukan mélalui tahapan persiépan, penyusunan Rancangan
Renstra, Rancangan Akhir Renstré. hingga penetapan Renstra, dan telah dimuiai sejak
perubahan c}rganisasi ‘perangkat daerah. Keterkaitan serta tahapan penyusunan
Renstra Bappeda dan Litbangda Tahun 2019 - 2024 mengacu pada Permendagri Nomor
86 Tahun 2017. : '

GAMBARAN UMUM INDIKATOR: KlNERJAiKEGIATAﬁ
Kegiatan Penyusunan Penyusunan Réncana Strétegis SKPD vang diiaksanakan
oleh Subbagian Program Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa :
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangxat Daerah 2012-2024
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Oaerah 2019-2024
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
' Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
Keluaran dari kegiatan ini adalah dolkumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
Bappeda dan Litbangda 2019-2024.

o b W=

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah
sebagai berikut :
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019.2024
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
Pelaksanaan menyesuaikan agenda penyusunan RPJMD 2016-2024.

U o



IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagaimana tertuang
dalam DPA sejumlah Rp 12.858.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran
sebagai berikut: :

. Triwdanl :Rp 1.87.000,00
- Triwwanll :Rp 6.245.500,00
- TriwulanIll :Rp 5.225.500,00
. TrwdanlV_:Ro . 0,00

JUMLAH :Rp 12.358.000.00

V.  RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Target Fisik Target Kéuangan Keterangan
(%) Rp. %
Januari 0 ¢,00 0,00
Februari 15 1.387.000,00 10,79
Maret 15 1.387.000,00 10,79
April 15 1.417.000,00 11,02
Mei 30 3.392.500,00| 25,38
[ Juni 60 7.632.500,00 59,36
Juli 60 7.632.500,00 59,36
Agustus 80 11.182.500,00 85,97
September 100 12.858.000,00 100,00
Cktober 100 12.858.000,00 100,00
November 100 12.858.000,00 100,00
Desember 100 12.858.000,00 100,00




Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD TA 2018
ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejahat Pelaksana Teknis Kegiatan

MIRA FATIMAH, S. Sos.. M. P. A,

Penata Tingkat |
NIP 18640102 198405 1 004 NIP 19811218 200501 2 01€




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 275-277 diamanatkan
bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c)
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan
diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen
perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa
besar pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi rencana
pembangunan daerah akan menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan
daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil
pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah maupun jangka
panjang.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 evaluasi rencana pembangunan
daerah terdiri atas: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi
terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan
untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil
rencana pernbangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan
kesesuaian antara capaian pembangunan daevah dengan indikator-indikator kinerja
yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup
pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu
evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator
yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Secara teknis berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah diatur dalam Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka ranjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Hasil
evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan
RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.



.

Berkaitan dengan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten/kota, lebih lanjut
dijelaskan pada Pasal 299 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa:

1) Evaluasi  terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota
sebagaiména dimak.%ud dalamf.PasaI 296:mencakup indikasi rencana program
prioritas . yang disé_rtai kebutuhan penﬂanaan untuk mencapai misi, tujuan
dan sasaran, dalatn upaya ‘mewujudkan visi pembangunan jangka menengah
Daerah Imgkup Daeraih kabupatentkota.

2) Evaluasi sjebagalmana dimaksud pada ayat (1), dllakukan melalui penilaian hasil
pelaksanaan RPJMD hngkup Daerah kabupatenlkota

3) Penilaian sebagalmana dimakstd pada aydt (2), dugunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana‘ program prioritas dan kebutuhan pendanaan
RPJMD kabupaten/kota déngan capaian rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD kabupatqnlkota; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan
dalam RPJMD kabupateri/kota dengan sasaran dan wrioritas pembangunan
jangka menengah Daerah provinsi.

4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dilakukan untuk memastikan bahwa
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

RPJMD Kabupaten Magelang teiah dilaksanakan melalui RKPD dan APBD yang
ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-
2019 akan berakhir. Pada tahun 2019 dengan dilantiknya Bupati Magelang terpilih,
maka Kabupaten Magelang akan menyusun RPJMD periode tahun 2019-2024.
Sehubungan hal tersebut sesuai amanat Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut diatas maka Bappeda dan Litbangda

mempunyai kewajiban melaksanakan Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tzhun
2014-2019.

Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2019 merupakan kegiatan evaluasi
dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode akhir dengan target indikator
output 1 (satu) dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019,



Ili. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :

No ~ Bulan . Uraian

1 | Januari 1. Persiapan..

o

a. Konsolidasi awal dan orientasi

b. F'enyuéunan Jad\éial Tahapan dan Proses

¢. Penyusunan suraf permohonan personil dan
konsep SK Bupati tentang Tim Evaluasi RPJMD
Tahun:2019

d. Prosesj. SK Tim penyusunan Evatuasi RPJMD
Kabupéaten Magelang Tahun 2019-2024

2. Penyusunan Rancangan Evaluasi RPJMD :

a. Penetapan sistematika dan tools evaluasi

b. Penyusunan rancangan evaluasi RPJMD

2 | Februari ¢c. FGD

d. 'Penyempurnaan Rancangan Evaluasi RPJMD

e. Penyajian Rancar}gan Evatuasi RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Akhir Evaluasi RPJMD:

a. Perumusan Rancangan Akhir Evaluasi RPJMD

b. Penyempurnaan Rancangan Akhir Evaluasi
RPJMD

3 | Maret ¢. Rapat hasil akhir dengan SKPD

d. Penyajian Akhir Evaluasi RPJMD

4. Penyampaian hasil evaluasi RPJMD dan
rekomendasinya kepada:

a. Bupati‘ dan untuk persetujuan Bupati terhadap
hasil evaluasi RPJMD

b. Gubernur Jawa Tengah

April -

Mei .

Juli .

Agustus n

4
5
6 | Juni -
7
8
9

September -

10 | Oktober .

11 | November -
: 12 | Desember -




IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunazn anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan! : Rp. 63.621.000;

2. Triwulan It : Rp. 342.476.000; diguriakan untuk honorarium panitia pelaksana
kegiatan, belanja dekomentasi/dekorasi, belanja ATK, belanja
cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman
rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan [uar daerah, serta
belanja tenaga ahli .

3. Triwdlanlil : Rp.0

TriwuianIV: Rp. 0

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Target Fisik Target Keuangan
gdulan Keterangan

(%) Rp. %
Januari 10 9.720.000,- | 2,39
Februari 40 11.563.000,-{ 2,85
Maret 100 42.338.000,-{ 10,43
April 100 342.476.000,-| 84,33
Mei 100 0,- 0
Juni 100 0,- 0
Juli 100 0, 0
Agustus 100 0,- 0
September 100 0,- 0
Oktober 100 0.- 0
November 100 0,- 0
Desember 100 0, 0




Vi. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun
Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mimgkid, Januari 2019

e
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KABUP MAGELANG

A,

o

) SRI PUJIYATI W..S.Sos, MM
Pem tama Muda Pembina
NiP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19720104 199603 2 002




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOM!
TAHUN ANGGARAN 2019

. PENDAHULUAN
Perda No 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Mageiang Tahun 2014-2019

mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Magelang yang
Semakin SEMANAH, telah dijabarkan kedalam enam misi. Misi yang kedua adatah
membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan
prioritas pembangunan dititikberatkan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan
industri kecil dan menengah.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019
dilakukan untuk membentuk sinergitas antar SKPD yang berada dibawah koordinasi Bidang
Ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untvk menajamkan prioritas pembangunan
serta pencapaian target-target kinerja SKPD Bidang Ekonomi, dan sebagai sarana diskusi
dan sinergi untuk penyusunan RPJMD yang akan datang. Selain itu juga sebagai wahana
untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan SKFD lingkup

bidang ekonomi.
Pada tahun 2019 ini, Koordinasi Perencanaar Pembangunan Bidang Ekonomi

dititikberatkan pada fasilitasi penyusunan Renstra OPD lingkup bidang ekonomi. Serta
penyusunan perencanaan pembangunan tematik bidang ekonomi. Selain itu, dilaksanakan
juga evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, masih layak
untuk dilanjutkan atau perlu diperbarui.

ll. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran
2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dzerah berupa fasilitasi
rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi program SKPD
bidang ekonomi dengan target 25 kali untuk sembilan bidang unggulan (pertanian, pangan,
perikanan, UKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan penanaman
modali).

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan
Januari-Desember 2019,



2. Monitoring dan evaluasi program perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan
pada bulan Januari-Desember 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumiah Rp 144.436.000,- dengan
rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan | : Rp 17.080.000,-
- Triwulan Il : Rp 36.570.000,-
- Triwulan HI : Rp 47.566.000,-
- Triwulan IV : . Rp 43.220.000.-

Jumlah . Rp 144.436.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Targg/t)l—' tsik Tariit Feuangan % Keterangan
Januari 5 2,430,00000| 2
Februari 10 421500000 5
Maret 20 10,435,000.00| 12
April 25 10,745,000.00| 19
Mei 30 11,865,000.00} 27
Juni 40 13,.960,000.00 37
Juli 50 16,145,000.00 } 48
Agustus 65 24,776,000.00 | 65
September 80 6,645,000.00{ 70
Oktober 90 20,330,000.00 | &4
November 95 18,245,000.00 | 97
Desember 100 3,645,000.00 | 100




VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

O
Ari Tri Avti, SP, M.Ec.Dev.
Penata Tk |

NIP. 1964002 198405 1 004 NIP. 19790521 200501 2 013




RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL {PEL) BERBASIS KLASTER
MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN FEDEP
(FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND GMPLOYMENT PROMOTION)
TAHUN ANGGARAN 2019 .

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakari suatu proses dimana
Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat (stékeholder) secara bersama-
sama menjalin kemitraan untuk meraﬁgsang péﬂumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah dﬁemh bertanggung jawab
terhadap kebijakan dasar vang diperlukan ba‘éi pembangunan daerah,
khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi
dan akses terhadap sumber dana (modal), kebijakan lingkungan, pelayanan
dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya rnanusia.

OCtonomi daerah membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas,
fungsi dan tanggung jawab daerah yang antara lain di bidang ekonomi yang
meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah
serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara
fnenggali potensi yahg dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu pembangunan
ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam
menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk peitumbuhan ekonomi di
daerah dengan mengoptimalkan potensi berbasis unggulan daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten
Mageiang pada Tahun 2014-2019 telah menetapkan visi “Terwujudnya
Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan
Amanah)”. Visi tersebut akan diwujudkan melaiui 6 {enam) misi, yang salah satu
misinya terkait dengan pengembangar ekonomi lokai yaitu Misi Kedua:
Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing,
dengan prioritas pembangunan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan
industri kecil dan menengah.

Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)
merupakan forum dialog untuk pengembangan ekoriomi dan perluasan lapangan
kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku
ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan
ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha-



usaha/ kegiatan bersama berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan
kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah
maupun swasta dalam men'sine‘rgikan program pengembangan ekonomi iokal di
daerah agér lebih optimal, terpédu, dan bérkelanjutah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. ; :

Forunj ini diharaipkan mampu membérikan sumbangsih yang berarti dalam
upaya pengembangan ekonomi lokal di 'Kabupateﬂ Magelang, sehingga apa
yang telah dicita-citakan dalam visi pembangunan daérah dapat terwujud.

il. DASAR A

a. Peraturan Gubeﬁnur nomor. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahurl 2015 Tentang Tata Cara Pemberian
Dan . Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Kabuﬁateanota Yang Bersumber Dati Anggarah Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah

b. Surat Edaran Guberur Jawa Tengah Nomor : 518/15158/2004 teniang
Pengembangan FEDEP. ‘

¢. Surat dari Ketua Forum Pengembangén Ekonomi dan Sumber Daya Jawa
Tengah (Kepala BAPPEDA Provinisi Jawa Tengah) tanggal 24 Desember
2004, Nomor : FPESD/664/04 tentang Pennohonan memfasilitasi Pendirian
FEDEP. " | |

d. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum
Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah tanggal 9 Juli
2007, Nomor : 500/11.764 tentang Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
FEDEP.

itl. PERMASALAHAN
Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Magelang dalam rangka
pengembangan ekonomi lokal khususnya optimalisasi produk unggulan berbasis
klaster di Kabupaten Magelang antara lain :
1. Masih rendahnya modai sosial para pelaku usaha klaster
2. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan
3. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akses
permodaian,serta belum optimalnya penggunaan tekriolog: tepatguna.
4. Lemahnya manajemen kelembagaan peiaku usaha maupun kelembagaan

klaster
5  Kesulitan bahan baku untuk produk-produk tertentu.



Untuk itu, kehadiran FEDEP sebagai forum diskusi pengembangan ekonomi
lokal diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan UMKM tersebut
dengan meningkatkan fungsi koordinasi dan perencanaan dalam menyusun
usulan prbgramlkeg_latan yang disampaikan SKPD sesuai kebutuhan pelaku

usaha.

/. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan FEDEP adalah sebagai forum komunikasi adalah
memfasilitasi dan rf'jembangur"e kesepah‘aman antar stakeholder dan pelaku
usaha dal?m pengembangan ekanomi wllayah dan penciptaan lapangan kerja
melalui pemberdaysan ekonomi loka! melalui konsep klaster. Selain itu juga
untuk n{emfasilitas:i pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan ekoriomi lokal mulai dari hulu sampai hilir.

Tujuan pemerkuatan kelembagaan FEDEP dan klaster di Kabupaten
Magelang melalui fofum dialog adalah: |
1. Membantu pemerintah dalam merriprioritaskan program dan Kkegiatan

pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja.

2. Membantu menyelesaikan perrnasalahan dunia usaha terutama yang
dihadapi pelaku usaha.

3. Membantu mengidentifikasi dan menginventarisir produk unggulan daerah
berbasis klaster yang potensial untuk dikembangkan secara terstruktur dan
sistematis. |

4. Memfasilitasi pengembangan jaringan strategis dalam  rangka
pengembangan ekonomi Iokal melalui pendayagunaan, pengembangan dan
memasyarakatkan teknologi dan inovasi. _

5. Menjalin kerjasama antar FEDEP regional dan klaster untuk optimalisasi
potensi klaster maupun produk unggulan lainnya.

6. Mengembangkan promosi investasi potensi daerah yang bisa mendorong
pengembnagan ekonomi lokal.

SASARAN
Sasaran dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP/capacity building
FEDEP Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 adaiah penguatan klaster
ekonomi dalam manajemen, modal dan teknologi serta penumbuhan klaster
ekonomi yang berbsis pada sentra produksi UMKM melalui :
1. Peningkatan monitoring, analisis dan evaluasi pelaksanaar rekomendasi
kebijakan ekonomi daerah



Optimalisasi peranan Klaster ekonomi dalam peningkatan kapasitas UMKM
Kabupaten Magelang

Pengembangan jaringan informasi dan kerjasama antar FEDEP.
Optimalisasi koordinasi antar FEDEP regional dalam rangka sinkronisasi
program dan kegiatan.

Optimalisasi pendampingan SKPD dan Tirn FEDEP dalam pengembangan
dan penguatan Klaster ekonomi.

Penyusunan dan promosi profil potensi investasi daerah.

VI. KLASTER

Kiprah FEDEP Kabupaten Magelang telah mendapatkan apresiasi dari

pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbukti pada tahun 2008 dan 2009
dikukuhkan menjadi FEDEP terbaik. Keberadaan FEDEP Kabupaten Magelang
telah sedikit memberikan manfaat terkait dengan pengembangan klaster,
Kabupaten Magelang telah membentuk dan memfasilitasi 7 (tujuh) klaster
ekonomi yaitu:

N o o kN =

Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur

Klaster Pahat Batu

Klaster Slondok dan Puyur

Klaster Pertanian

Klaster Salak Nglumut

Klaster fkan Air Tawar

Klaster Industri Bambu

Sasaran utama pengembangan kilaster adalah urituk meningkatkan daya

saing dan nilai dari hulu sampai hilir.

Vil. PROGRAM KERJA FEDEP (KELUARAN/ OUTPUT)

Fokus kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan Klaster tahun 2019

adalah lebih meningkatkan peran dan fungsi FEDEP membantu Pemerintah
Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui:

1.

3.

Perencanaan, Evaluasi dan kajian rekomendasi pengembangan ekonomi
lokal melaiui Rapat Koordinasi baik Tim FEDEP maupun Pokja FEDEP.
Peningkatan Kapasitas SDM melalui pengiriman personil FEDEP dan
pelaku usaha dalam forum diskusi dan pelatihan dari Provinsi Jawa
Tengah atau iembaga lain yang terkalit,

Workshop/ dialog/ temu usaha untuk memperkuat kemampuan dan
kapasitas pelaku usaha klaster ekonomi



Pengawalan dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi lokal
yang dilaksanakan oleh SKPD teknis.
Evaluasi program FEDEP dan klaster 2018
Usulan Rekomendasi Bupati dalam rangka pehgembangan ekonomi {okal
berbasis klaster 2020

Disamping pemerkuatan fungsi dan peran FEDEP juga pemerkuatan

klaster melalui fasilitasi pertemuan klasi?er dan fasiiitasi penyusunan program
kerja klaster. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah:

1.

Rekomendasi masukan berupa kebijakan bemecahan permasalzahan
pengembangan ekonomi lokal kepadt Kepala Ejaerah.

Usulan program/kegiatan ' yang disémpaikan dan diakomodir oleh dinas
instansi terkait baik di Kabupaten mai.lpun provii'lsi.

Adanya jaringan kerjasama antar klaster binaan di wilayah Kabupaten
Magelang dan di kabupaten sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.

vill. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP

dan klaster adalah:

1.

LA

Perencanaan lebih partisipatif dimana masyarakat (pelaku usaha) diajak
|angsgng untuk berdiskusi memprioritaskan program.

Program kegiatan lebih terf;:kus sesuéi dengan harapan masyarakat.
Adanya nilai tambah dari adanya klaster.

Bertambahnya potensi unggulan ekonomi lokal.

Terjalinnya kerjasama antar pemerintah, sWasta, pelaku usaha dan
stakeholder dalam pengembangan ekonomi iokal.

Terwujudnya jaringan kerjasama (nef working) dalam pengembangan
usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah.

Teridentifikasinya  permasalahan  dan  rekomendasi  kebijakan
pengembangan ekonomi lokal.

Tersusunnya program dan kegiatan pengembangan ekonomi fokal secara
sinergis, harmonis, dan berkelanjutan sehingga berdampak nyata (quick
wins) bagi pelaku usaha.

iX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan FEDEP dan Kiaster berasal dari dana Bantuan

Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp.40.800.000.- (Empat Puluh Juta
Rupiah Sembilan Ralus Ribu Rupiah). Dan harapannya bantuan atau sharing

T




dari pihak lain yang diharapkan dapat membantu pemberdayaan klaster

(perbankan, CSR, dan sebagainya).

Rincian rencana penggunaan anggaran sebagai berikut :

Triwulan 1 14.155.160,09
Triwulan 2 27.501.200,00
Triwulan 3 55.848.800.00
Triwulan 4 43.384.840.00
Jumlah : Rp. 140.800.000,00

RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

Target | Targat Keuangan Ket.
NO | Bulan Fisikg(%) R?z 9%
1 | Januari 0 0 0
2 | Februari 0 0 0
3 | Maret 12 14,155.160 | 10,0
4 | April 18 14.155.160 | 10,0
5 | Mei 24 14.155.160 | 10,0
8 | Juni 30 41.656.260| 29,6
7 | Juli _ 38 41.656.360 | 29,6
8 | Agustus 48 41.656.360 | 29,6
o | September 70 97.505.160 | 69,2
10 | Oktober 80 97.505.180 | 69,2
11 | Nopember 80 97.505.160 | 69,2
12 | Desember 100 140.900.000 | 100,0

Xi. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan kegiatan FEDEP dan Klaster adalah bulan Pebruari
sampai dengan Desember 2019 dan berlanjut untuk tahun selanjutnya.

Xil. DAMPAK YANG DIHARAPKAN (IMPACT)

Dampak yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP
adalah:

1.

2.

Meningkatnya efektifitas program pengembangan ekonomi lokal dalam

upaya untuk peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan
Terwujudnya Penguatan ekonomi

lokal

berbasis klaster,

sehingga

diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja baru yang memberikan

penghasilan masyarakat dan pada akhimya meningkatnya

kesejahteraan masyarakat.

tingkat




3. Teijalinnya kerjasama antar FEDEP dan klaster usaha pelaku ekonomi lokal
dengan pelaku usaha besar/ ilaster lain yang saling menguntungkan.

XUL.PENUTUP ,

Keberadaan FEbEP dan idister ekdnomi membantu pemerintah daerah
dalam  rangka mencarikaﬁ terobosan-terobosan  berupa  kebijakan
pengembangan ekoriomi lokal dan penciptaan apangan kerja yang melibatkan
seluruh stakeholder i/ang ada di daerah. Sehingga menjadi tugas pemerintah
daerah untuk ikut ﬁula mendorong FEDEP dan klaster agar optimal dan

bermanfaat bagi pembangunan daerah.
7/

~ Kota Mungkid, 31 Desember 2013

Kepgla Bagpbeda dan Litbangd Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk
memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya
saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan, yang melibatkan melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara partisipatif,
yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses
tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap
kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus
komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang
tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Perencanan
pembangunan juga harus dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah
dan perubahan yang terjadi di Daerah. Kegiatan dan hasil akhir dari
perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan
kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas perencanaan pembangunan
daerah menjadi syarat penting dalam keberhasilan pembangunan di
daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan
pengembangan, bidang perencaraan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas
melaksanakan perumusan konsep kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang

l




ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangari, sekretériat dae}ah, sek%etariat dewan perwakilan rakyat
daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan ;perlindunga;n ahak, pehanggulangan bencana,
pendidikan, kebudayaan, . perpustakaan, kearsipan,
perencanaan, penelitian dan penge;_jmbangan, serta pengawasan dan
penanggulangan bencana, dan tlxgas pemi)a.ntuan yang diberikan
kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain
vang diberikan oleh pimpiﬁan.

. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Koofdinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan

oleh Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang berupa :

1. Rapat Tim Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, 6
kali rapat sebanyak 20 orang.

2. Rapat Fasilitasi Perencanaan Bidaﬁg Pemerintahan, Sosial dan Budaya
6 kali rapat sebanyak 20 orang.

3. Rapat Tm Teknis Penyusunan Masterplan Pendidikan, 8 kali rapat
sebanyak 15 orang.

4, Rapat Tm Teknis Penyusunan Masterplan Islamic Center, 8 kali rapat
sebanyak 15 orang.

5. Menyusun Masterplan Pendidikan melalui jasa konsultansi, 1 dokumen.

6. Menyusun Masterplan Islamic Center melalui jasa konsultansi, 1
dokumen.

I, JADWAL PELAXSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Rapat Tim Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada
bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2019.
2. Rapat Fasilitasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budayg
pada bulan Januari s.d. Desember 2019.




3. Rapat Tim Teknis Penyusunan Masterplan Pendidikan pada Bulan
Pebruari s.d. November 2019.

7. Rapat Tim Teknis Penyusunan Masterplan Islamic Center pada Bulan
Pebruari s.d. November 2019.

8. Menyusun masterplan pendidikan melalui jasa konsultansi, pada bulan
Maret s.d. September 2019.

4. Menyusun masterplan pendidikan melalui jasa konsultansi , pada bulan

Maret s.d. September 2019.

V. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perabangunan Bidang Sosial
dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
tertuang dalam DPA Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang sejumlab
Rp. 519.100.000,- (lima ratus Sembilan belas juta serratus ribu rupiah)

dengan rincian target penggunaan anggacan sebagai berikut:

BULAN - . | BELARJA JUMLAH
Januari - 0
Februari - 0
Maret Honorarium Tim Non PN3 600.000

Alat Tulis Kantor 682.000
| Belanja Dekorasi 450.000
Belanja Transportasi dan Akomodasi 9.000.000
Makan dan Minum Rapat 13.750.000
Perjalanan Dinas DD 8.270.000
Perjalanan Dinas LD 25.292.700

Belanja Jasa Konsultansi Masterplan
Pendididkan 150.000.000

Belanja Jasa Konsultansi Masterplan
Islamic Center 150.000.000
Belanja Narasumber 30.800.000
April Honor Pengadaan Barang den Jasa 3.700.000
Mei Honor Tim PNS 26.060.000
Belanja Penggandaan 1.148.000
Juni Perjalanan Dinas LD 25.292.000
Juli Alat Tulis Kantor 682.000
Agustus - : 0
September Honor PNS 26.060.000
Makan dan Minum Rapat 13.750.000
Perjalanan Dinas DD 8.270.000
Perjalanan Dinas LD 25.292.600
Oktober - 0

November - 0

| Desember - 0
JUMLAH 519.100.000




V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Tahun Anggaran
2019 sebagai berikut : ' '

; .
Bulan ~Target . Taiget Keuahgan | Keterangan
. Pisik (%) - Rp. % %

Januari 0,00 -0 0,00 0,00
Februari 0,00 0] 0,00 0,00
Maret . 30,00 388.844.700| 7491 74,91
April 40,00 3.700.000 0,71 73,62
Mei 45,00 27.208.000 ___ 524 80,86
Juni 50,00 25.292.700 4,87 85,74
Juli 55,00 682.000 0,13 85,87
Agustus 70,00 ) 0 85,87
September 75,00 73.372.600 14,13 100,00
Oktober 80,00 0 0 100,00
| Nopember , 90,00 0 0 100,00
Desember 100,00 04 Q 100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Magelang
TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2 Januari 2019

/

Pejabat Pelaksana Teknis

RGONO, 8.S0s..MPA
Pembina

NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19750405 199803 1 005




RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISAS!
PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGA KEMISKINAN DAN

PENURUNAN KESENJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. LATAR BELAKANG
L1, Pendahuluan
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan,

akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah kondisi di mana

seseorang atau sekelompok orang, laki - laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak -

hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui

bahwa masyarakat miskin mempunyai bak - hak dasar yang sama dengan anggota

masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi
juga kegagalan memenuhi hak - hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang
atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak - hak
dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, rasa aman dari perfakukan atau ancaman tindak kekerasan can hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-pelitik, baik bagi perempuan maupun laki
— laki. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara
komprehensif, mencakup berbagal aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan
secara terpadu.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar
11,23 persen, turun dibanding tahun sebelumnya 12,42%. Trend persentase penduduk
miskin selama 5 tahun terakhir secara perlahan mengalami penurunan.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan
teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan.

Pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ditempuh melalui
berbagai program dan kegiatan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan
program kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing SKPD sesuai tugas
fungsinya, dengan prioritas utama penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen Rencana Kerja
Operasional sebgai acuanpelaksanaan Kegiatan Koorcdinasi Perumusan




Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskian dan Penurunan
Kesenjangan di Kabupaten Magelang.

. GAMBARAN UMUM IND!KATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkrcnisasi Upaya
Penanggulangan Kemiskian dan Penurunan Kesenjangan.
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten
Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub
kegiatan berupa :
1. Rapat Koordinasi Tim koordinasi TKPKD
2. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja
3. Rapat Koordinasi Kelompok Program
4. Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi Perurnusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskian dan Penurunan
Kesenjangan.

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskian dan Penurunan
Kesenjangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut

Rapat Tim pada bulan Maret s.d Agustus 2018.

Rapat Pokja pada bulan Maret s.d Seotembr 2019

Rapat Pokgram pada bulan April s.d Septembr 2019

Rakor TKPKD pada bulan Oktober 2019

Rapat Penyusunan Laporan pada bulan Oktober s.d Desember 2019

2 o

Menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan pada bulan Desember 2019

fli. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi
Peiaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang
dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2018  sejumlah Rp.
127.760.000.- ( Seratus dua puluh tuiuh juta rupiah ) dengan rincian target
penggunaan setiap bulan anggaran sebagai berikut :



1. Januari . Rp 188.000
2. Februari . Rp. 0
3. Maret : Rp. 9.199.700
4.  April . Rp. 6.851.000
5. Mei : Rp. . 32.842.000
6. Juni - * Rp 1.800.000
7. Juli : i Rp. 9.199.700
8. Agustus : Rp. ‘ 6 700.000
9. September . Rp. '_ 1.880.000
10. Oktoher ¢ Rp. . 1.880.000
11. Nopember ¢ Rp. 56.419.600

12. Desember ‘ Rp. 1.800.000

IV. RENCANA PROSENTASE TARGéT FIStKk DAN KEUANGAN PER
BULAN :

éulan Target |  Targét Keuangan Keterangan

S Fisik (%) Rp : % %
Jandari 5 188.000 0,15 0,15
Februari 10 Lo- - 0,15
Maret 20 6.199.700 7,20 7,35
April- 30 6.851.000 5,36 12,71
Mei 35 32.842.000 2571 3842 |
Juni: 40 1.800.000 1,41 39,83
Juli ¢ - 45 2.199.700 | 7,20 47,03
Agustus 60 £.700.000 5,24 52,27
September 85 1.880.000 1,47 53,74
Oktober 95 1.880.C00 1,47 5521 |
Nopember 99 55.419.600 43,38 98,59
Desember 100 1.800.000 1,41 100.00

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasicnai Kegiatan Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2019
ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,  Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

S
WARSINI, S.Sos. MM.

Pe. . Penata
NIP. 16640102 198405 1 004 NIP. 19691231 199203 2 018




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI KINERJA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)/
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYA (PSH) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAHULUAN

Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) adalah
goals! tujuan ke empat (4) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutar (TPB)Y/
Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan hasil kesepakatan
193 negara anggota PBB dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan
berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif
dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
pada tahun 2030.

Sejarah terbentuknya program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau
Education For All (EFA) adalah berawal dari sebuah konsorsium organisasi sipil
yang peduli akan pentingya pendidikan untuk semua, terutama untuk perempuan
dan anak-anak perempuan. Program Pendidkan Untuk Semua (PUS)
didekiarasikan dalam acara World Education Forum Tanggal 26-28 April 2000 di
Dakkar, Senegal. Program ini berlangsung dari tahun 2000 hingga Tahun 2015.

Deklarasi Dakar terkait Pendidikan Untuk Semua (PUS) berakhir Tahun 2015,
namun deklarasi ini diperdalam dan dilanjutkan melalui Deklarasi Incheon, Korea
Selatan yang berlangsung kurun waktu 2016-2030.

Tujuan PUS/ PSH secara umum adalah Menjamin kualitas pendidikan yang
inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk
semua pada tahun 2030, sedangkan target PUS/ PSH adalah :

1. Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara,
dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan
efektif,

2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki
memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,
pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka
siap untuk menempuh pendidikan dasar.

3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan
laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk
universitas, yang terjangkau dan berkuahtas.

4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumiah pemuda dan orang
dewasa yang meniliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan
teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan vyang layak dan
kewirausahaan.



5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalarn pendidikan, dan
menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan
kejuruan, bagu masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat
penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok
dewasa tertentu, baik lakl-lakl maupun perempuan, memiliki kemampuan
lltera51 dan numerasi. ,

7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah
peni/andang cacat dan éender serta menyediakan lingkungan belajar yang
aman, anti kekerasan, inklusif dan etektif bagi semua

8. Pada tahun 2020, sec,ara s;gnlﬁkbn mempeﬂuas secara global, jumlah
beasnswa bagr negara berkembang khususnya negara kurang berkembang,
negara berkembang pulau kecil, dah negara-negara Afrika, untuk mendaftar di
pentlidikan tinggi, termésuk pelatihan kejuiuan, teknologi informasi dan
kon'i:unikasi program teknik, prograr:n rekayasaé dan ilmiah, di negara maju dan
negara berkembang lainnya. '

9. Pada tahun 2030, secara signifikan menmgkatkan pasokan guiu yang
berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasiona! dalam pelatihan guru di
negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara
berkembang kepulauan kecil.

Kebuakan-kebuakan stlategis ini selaras dengan Komitmen Pemerintah
Indonesia terhadap pembangunan pendidikan, sehingga Pemerintah indonesia
menyepakati Deklarasi Incheon Korea Selatan Tahun 2015.

Untuk menindaklanjuti ‘Deklarasi Incheon Korea Selatan, maka dalam
pelaksanaannya dibentuk Forum Koordinasi Pehdidikan Untuk Semua (PUS)/
Pendidikan Sepanjag Hayat (PSH;) di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan PUS/ PSH di Kabupaten Magelang
akan dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan
target-target program PUS/ PSH.

Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang
Hayat (PSH) memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program,
tahapan, tata-cara penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan program
serta kegiatan PUS/ PSH sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kerja; (2)
menyusun Rencana Aksi PUS/PSH baik rencana jangka panjang, menengah, dan
pendek; (3) melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diserninasi, dan
advokasi kepada seluruh komponen masyarakat dengan para pemangku
kepentingan; (4) melakukan kegiatan moniloring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan pendidiken terkait dengan target PUS/ PEH; dan (5) menyusun
laporan dan review pelaksanaan program secara berkzia.




Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan pendidikan, maka
Kabupaten Magelang melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk
Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) Tahun Anggaran 2018.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan

Sepanjang Hayat (PSH) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang

dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda)

Kabupaten Magelang berupa :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PSH Kabupaten Magelang
Tahun 2019, dengan target 5 (lima) kali kegiatan, peserta sebanyak 25 orang
setiap kali rapat.

2. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada
di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.

3. Foccus Group Discussion (FGD) penyusunan RAD PUS/PSH Tahun 2019-
2024, dengan target 2 (dua) kall kegiatan, peserta sebanyak 15 orang setiap
kali rapat.

4. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 5 (lima) kali kegiatan,
peserta sebanyak 15 orang sefiap kaii rapat.

5. Penyusunan Laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang
Tahun 2019, dengan target 1 (satu; dokumen.

8. Penyusunan RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kabupaten
Magelang Tahun 2019-2024, dengan target 1 (satu) dokumen.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten

Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Forum PUS/PSH Kabupaten
Magelang Tahun 2018 pada Bulan Pebruari s.d. Maret 2019,

2. Menyusun Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten
Magelang Tentang Tim Penyusun Laporan PUS/ PSH Tahun 2019 dan RAD-
PUS/PSH Tahun 2019-2024 pada Bulan Juni 2018.

3. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PSH Kabupaten Magelang
Tahun 2019, dengan target 5 (llima) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat
pada Bulan Maret, April, Mei, Juni dan Desember 2018.

4. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada
di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang pada bulan Januari
s.d. Desember 2019.




1.

Focus Group Discussion (FDG) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) Tahun
2019-2024, dengan target 2 (dua) kali rapat dengan jumlah peserta 15 orang
pada Bulan Agustus 2019.

Rapat Tim F’enyusun ‘Laporan PUS/ PSH dengan target 5 (lima) kali,
sebanyak 15 orang per kali rapat pada bulan Juli, Agustus, September,
Oktober dan Nopember 2019. _

Seminar Laporan Tahunan PUS/ PSH Tahun 2019 dan RAC-PUS/PSH Tahun
2019-2024, dengan target 1 kali kegiatan jumlah peserta 100 orang pada
Bulan November 2019

Penyusunan RAD PUS/PSH Kabupéaten Magelang Tahun 2019-2024, dengan
target 1 (satu) ¢ dokumen pada bulan Nopember dan Desember 2019.
Penyusunan laporan akhlr fasilitasi. Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang
Tahun 2019, dengan tatget 1 (satu) dokumen pada bulan Nopember dan
Desember 2019

TARGET PENGUNAAN ANGGARAN {

Penganggaran/biaya Kegiatan Fasllitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua

(PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggarah 2019 sebagaimana tertuang
dalam DPA Bappeda dan Litbangda adalah sejumlah Rp. 82.767.000.- (delapan
puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tu;uh ribu rupiah) dengan target penggunaan
anggaran sebagai berikut:

- BULAN. | . BELANJA = o} JUMLAH
Januati - 0
Februari - ' 0
Maret Honorarium Tim PNS 5.475.000

Honorariun Tim Non PNS 900.000

Alat Tulis Kantor 1.909.000

April Makan dan Minum Rapat 1.012.500
Mei Honorarium Tim PNS 10.650.000
Honorarnun Tim Non PNS 1.880.000

Makan dan Minum Rapat 1.012.500

Juni Honor Tim PNS 4,100,000
Penggandaan 200.000

Perjaianan Dinas LD 3.000.000

Juli Makan dan Minum Rapat 607.500
| Aqustus Honor Tim PNS 8.200.000
Uang Saku Peserta PNS 1.200.000

Honor Tim Non PNS 120.000

Alat Tulis Kantor 177.000

Transport Peserta 1.200.000

Makan dan Minum Rapat 2.227.500

September Honor PNS _ 4.100.000
Penggandaan 400.000

Makan dan Minum Rapat 607.500

Qktober Makan Minum Rapat 807.500
November Honor Tim PNS 300.000




i Uang Saku Peserta Kegiatan 3.600.000 !
L Honor Tim Non PNS 120.000
Alat Tulis Kantor 590.000
Dekorasi 160.000
Transport Peserta - ; 1.200.000
Honor Narasumber - 2.650.000
Penggantaan 476.000
Cetak . 570.000
. | Makan dan Minum Rapat 4.557.500
Perjalanan DD _ ‘ 570.000
Perjaianan L.D 5.650.000
Desember 300.000
) 1.012.500
JUMLAH 82.767.000

V. RENGANA PROSENTASE TARGET Flé!K DAN KEUANGAN PER BULAN
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitasi
Kinerja Pendidikan Untuk Sernua (PUS) ci Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2019 sebagai berikut :

Sufars Target Fisik Target Keuangan Keterangan
] (%) Rp Y% %
Januari 0,00 0 0,00 0,00
Februari 0,00 0 0,00 0,00
Maret 5,00 11.296.000 13,65 13,65 |
April 10,00 1.012.500 1,22 14,87
Mei 30,00 13.842.500 - 16,72 31,60
' Juni 40,00 8.312.500 10,04 41,64
Juli 50,00 607.500 0,73 42,38
' Agustus 70,00 13.124.500 15,86 58,23
September 75,00 12.107.500 14,63 72,86
Oktobar 80,00 607.500 0,73 73,59
Nopember 90,00 20.543.500 24,82 98,42
| Desember 100,00 1.312.500 1,59 100,00
Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan
Untuk Semua (PUS) Kabupaten Magelang TA 2019 ini disusun sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

_MARGONO, 8.Sos.. MPA
£ Pembina
NIP. 18640102 198405 1 004 NIP. 19750405 199803 1 005



RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA RUANG

Il.

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
‘ ‘ TAHUN ANGGARAN 2019
PENDAHULUAN ‘ |

Koordinasi bidang tata ruang pehgembangan wilayah dan infrastruktur
merupakan kegiatan ya‘hg penting dan menuhjang tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan ini
ditujukan urtuk menunjang dar-:l mengawal proses perencanaan dalam urusan:
Pekerjaan Umum, Lingkungan HiHup. Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika,
dan Perhubungan. '

Pengéwalan pro%es perencanaan ini meliputi aktifitas rapat koordinasi. rapat
teknis, dan pebahasaén Iainnya-fda[am ranah bidang Tata Ruang Pengembangan
Wilayah dan Infrastruktur. Secara teknis dilakukan dengan metode Rapat Teknis, Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Insténsi Pusat, ';F'rovinsi dan lembaga lainnya.

Selain itu dalam kegiatan'.‘ ini juga hwernfasilitési penyusunan Revisi RTRW
Kabupaten Magelang 2010-2030 dengan mengalokasikan anggaran untuk
pemtahasan, koordinasi dan kegiétan pendukung Iainn;}a.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR K!NERJA KEGIATAN
Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur yang dilaksanakan oIéh Sub Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah
Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang. Indikator Kinerja Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2019,
2. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Tim
Pelaksana Kegiatan:
3. Rapat Fasilitasi untuk 4 (empat) Urusan Bidang Tata Ruang Pengembangan
Wilayah dan Infrastruktur sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kali:
4. Rapat Pembahasan RTRW sebanyak 12 (dua belas) kali:
5. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan RTRW sebanyak 10 (sepuluh) kali:

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2019
2. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Litbangda ientang Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan;

3. Rapat Koordinasi akan diiakukan mulai pada Minggu | bulan Januari 2019:
4. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi akan dimualai pada Minggu | bulan Januari 2019,
5 Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pelaksanan Kegiatan:



IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang
dalam DPA 2018 sejumiah Rp 218.833.500 (dua ratus sembilan belas juta
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian target

penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwutan | Rp 48.632.700
- Triwulan i Rp 54.414.700
- Triwulan Ml Rp 62.655.000
- Triwulan IV Rp 54.137.100

JUMLAH Rp  219.839.500

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Target Fisik | Target Keuangan Keterangan
| Rp. % |
Januari 5 [ 9,131,700.00 4.2
Februari 12 24,678,700.00 1.3 o |
Maret 23 48.632,700.00 222 ; |
April 30 63.885 700.00 29.1 !
Wiei 20 55 842,700.00 395 1
Juni 50 103.047,400.00 46.9 ‘l
Juli 57 122,301,400.00 55.7
Agustus 63 146,448,400.00 66.7
September 74 165 702 400.00 75.5
Oktober 80 | 184.956400.00 843
November 90 204,585,400.00 932 1
Desember 100 213,839,500.00 100
!
Vi PENUTUP

Dr

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Koordinasi
Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur TA 2019 ini
disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

: IYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ADANG ATFAN L, ST, MT

Penata Tk |

NIP. 19830210 200604 1 005



